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KE PA L A  D i na s  Pa r i w i s at a, 
Ekonomi Kreatif, Pemuda dan 
Olahraga (Disparekrafpora) 

Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe 
menyebutkan target tersebut lebih 
besar dari tahun sebelumnya yakni 
5.000 peserta. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 4.500 peserta ditargetkan 
mengikuti kategori 5K, 1.800 peserta 
kategori 10K, dan 1.200 peserta kategori 
21K. Komposisi peserta ditargetkan 
70 persen berasal dari Gorontalo, 25 
persen dari wilayah Sulawesi, dan lima 
persen dari luar Sulawesi. 

“Di tahun 2026 kami mencoba 

memetakan ini kembali dengan kategori 
yang sama tetapi dengan peningkatan 
jumlah peserta. Kenapa 21K 1.200 
peserta? Karena kami ingin agar lebih 
banyak lagi yang ke Gorontalo. Salah 
satu magnet pelari dari luar adalah 
kegiatan Half Marathon 21K, sehingga 
ini kami agak besarkan,”  ungkap 
Sultan.

Berdasarkan hasil survei bersama 
Bank Mandiri, kategori 21 kilometer 
(21K) akan menggunakan rute GoHM 
2024, 

 GUBERNUR-WAGUB MATANGKAN PERSIAPAN GORONTALO HALF MARATHON 2026   

Targetkan 7.500 Peserta, ASN Diminta Terlibat, Pimpinan OPD Wajib Ikut
GORONTALO Half Marathon (GoHM) 2026 menargetkan 7.500 peserta 

dari dalam dan luar daerah. Target tersebut dibahas dalam rapat persiapan 
yang dipimpin Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi Wagub 

Idah Syahidah Rusli Habibie dan Sekdaprov So�an Ibrahim di Aula Rujab 
Gubernur, Rabu (26/8/2026).

Bersambung ke Hal.2

Life Begins

DI SAMPING ada Muktamar NU dan seminar 
kebangsaan oleh paguyuban suku Hakka di 
Indonesia, hari ini --26 Agustus-- adalah 

ulang tahun emas PT Dirgantara Indonesia (PT 
DI). Saya ingin merayakan secara khusus ultah 
ke-50 PT DI itu lewat tulisan hari ini.

Sebenarnya ada satu lagi peristiwa hari ini: 
seorang peserta muktamar Disway kehabisan 
listrik di jalan tol Caruban arah Jakarta. Ia derek 
Denza itu. Hari ini ia harus ke dilernya: kenapa 
begitu.

Oleh: Dahlan Iskan

Bersambung ke Hal.2

Bersambung ke Hal.2

Bersambung ke Hal.2

-@OFFICIALPTDI-

PESA:AT N219 terbang di wilayah Bali dalam 
sebuah momen di 2024.

(FOTO: FB/LAHMUDIN HAMBALI) 

BERHARAP H8JAN  - Salat istisTa sebagai ikhtiar berharap hujan yang cukup, bermanfaat, dan menyelamatkan, 
digelar masyarakat Boalemo, berlangsung di alun-alun Tilamuta, Rabu (26/8).

DIIS8KAN RETAK

Gusnar-Idah Tampil 
Bersama Pimpin Rapat

GORONTALO - GP - Isu keretakan di tubuh 
pemerintahan Gusnar Ismail-Idah Syahidah mendapat 

bantahan dari panggung pemerintahan sendiri. 
Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo itu tampil 

bersama memimpin rapat pimpinan daerah, Rabu 
(26/8), di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. 

Memang, dalam beberapa waktu terakhir, Wagub 
Idah nampak tak menghadiri agenda Pemprov, hal 

itu lantaran ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo ini, 
sedang menjalani perawatan medis dan pemilihan pasca 

operasi di Jakarta. 
(FOTO: DOK-PEMPROV) 

TORANG GAS - Gubernur Gusnar Ismail, dan :agub Idah Syahidah RH 
tampil bersama memimpin rapat agenda Pemprov Gorontalo, di aula rujab 
gubernur, Rabu (26/8). 

M8KTAMAR N8

557 Peserta 
Berhak Memilih

J O M B A N G  - 
P e n g u r u s  B e s a r 
Nahdlatul Ulama 
( P B N U )  t e l a h 
m e r a m p u n g k a n 
pros es  ver i f ikasi 
Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) Muktamar ke-
35 Nahdlatul Ulama 
(NU ),  yang akan 
digelar di Jombang 
s e l a m a  2 7  -  3 1 
Agustus 2026.
D a r i  t o t a l  5 9 0 
peserta Muktamar 
k e - 3 5  N U  y a n g 

terdata, sebanyak 557 kepengurusan tingkat 
cabang (PCNU), wilayah (PWNU), dan PCINU, 
dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilik hak 
suara. Hal tersebut disampaikan Rais Syuriyah 
PBNU sekaligus Sekretaris Steering Committee 
Muktamar, Prof. Mohammad Nuh, saat meninjau 
Command Centre di Pondok Pesantren Bahrul 
Ulum Tambakberas Jombang, Selasa (25/8). 

(FOTO : ARUL-DISPAREKRAFPORA) 

RAPAT persiapan Gorontalo Half Marathon (GoHM) 2026 yang dipimpin Gubernur Gusnar Ismail, :agub Idah 
Syahidah RH, dan Sekdaprov Sofian Ibrahim di Aula Rujab Gubernur, Rabu (26/8/2026).

KEMARAU DIPREDIKSI 
HINGGA NOVEMBER

Petani Gagal Panen, Nelayan Hadapi Musim Timur
GORONTALO - Musim kemarau di Gorontalo diprediksi belum berakhir dalam waktu dekat. 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geo�sika (BMKG) memperkirakan kondisi kering masih 
berlangsung hingga awal November 2026, dengan ancaman kekeringan parah di sejumlah 
wilayah. Hal ini terungkap dalam kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Gporontalo, BMKG 

Stasiun Geo�sika Gorontalo di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rabu (26/8). 

Bersambung ke Hal.2

Prof. Mohammad Nuh
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Kemarau Diprediksi Hingga November

Life Begins

557 Peserta Berhak Memilih

Gusnar-Idah Tampil Bersama Pimpin Rapat

Targetkan 7.500...
dari halaman 1

Saldo tanggal 9 januari 2026

Salurkan Infak Dan Waqaf Terbaik Kita
Untuk Pembangunan

Rp 3.248.580.793Bank Muamalat

Rp 372.045.645Bank BSG

Total Pertambanhan Saldo setelah dikurangi
pengeluaran selang 30 Mei s/d 12 juni 2026 Rp 106.454.766

sedangkan kategori 10K dan 5K menggunakan 
rute seperti pelaksanaan tahun 2025. Namun, 
Bank Mandiri kemudian mengubah perannya dari 
penyelenggara utama menjadi sponsorship akibat 
adanya e�siensi anggaran.

Gubernur Gusnar Ismail meminta seluruh 
pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Gorontalo ikut berpartisipasi dalam GoHM 
2026. Ia meminta pimpinan OPD menjadi peserta 
yang mendaftar lebih awal sehingga dapat menjadi 
contoh dan mendorong partisipasi masyarakat. “Jadi 
ini diinstruksikan semua ASN ikut. Jadi tanggung 
jawabnya masing-masing kepala OPD. Mau nilai 
pendaftaran berapa nanti dihitungkan, termasuk 
semua pimpinan OPD yang hadir wajib ikut,”  kata 
Gusnar. Gubernur juga meminta persiapan kegiatan 
dilakukan secara matang, termasuk melibatkan pelari 
dari desa dan kelurahan di seluruh wilayah Gorontalo, 
serta sosialisasi melalui berbagai kanal promosi 
menjelang pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, 
keterlibatan pelari lokal dapat memperkuat suasana 
kegiatan sekaligus membuat GoHM lebih dekat 
dengan masyarakat. Peluncuran acara GoHM 2026 
direncanakan pada 1 September, sekaligus registrasi 
peserta hingga 5 November 2026. Persiapan logistik 
pada 10 November, hingga pembagian race pack 
pada 3”“4 Desember. Pelaksanaan GoHM 2026 
dijadwalkan berlangsung pada Ahad 6 Desember 
2026. (tro/*) 

Tentu yang terpenting dari semua itu adalah 
HUT PT DI. Bisa jadi ulang tahun kali ini sebagai 
penanda kebangkitan PTDI --lewat produk 
baru kebanggaannya: N219. Pesawat untuk 19 
penumpang itu dibuat sepenuhnya di Bandung. 
Oleh anak-anak bangsa sendiri. Mulai desain 
sampai jadi pesawat.

“Tidak satu pun ada keterlibatan orang asing,” 
ujar Gita Amperiawan, dirut PTDI dengan 
penuh semangat.

Gita adalah jenderal bintang dua TNI 
Angkatan Udara. Marsekal Muda. Gita bukan 
jenderal biasa. Ia alumnus teknik mesin Institut 
Teknologi Bandung (ITB), angkatan 1985. 
Di tahun keempatnya di ITB pun Gita sudah 
dinyatakan lulus tes beasiswa TNI-AU. Boleh 
dikata Gita adalah mahasiswa yang sudah 
“diijon” sebelum lulus.

Maka Gita harus “cuti” kuliah: satu semester. 
Gita harus mengikuti pendidikan militer di 
Bumimoro, Surabaya. Setelah itu balik lagi 
ke ITB sampai lulus. Lalu dapat beasiswa BJ 
Habibie untuk melanjutkan S-2 di Inggris. Di 
bidang ilmu material canggih kedirgantaraan.

Sambil terus berkarir di TNI-AU Gita 
mendapatkan beasiswa lanjutan. Juga di 
Cranfield University, Inggris. Yakni untuk 
program doktor teknik mesin pesawat. 
Disertasinya tentang pengendalian suhu panas 
untuk keandalan turbin.

Saya membuka-buka jurnal ilmiah: begitu 
banyak karya ilmiah Gita di publikasi di 
tingkat internasional. Khususnya di bidang 
penerbangan, perawatan pesawat sampai ke 
marketing dan manajemen industri pesawat. 
Ia memang punya gelar satu master lagi: MBA 
dari ITB.

Sejak menjabat dirut PT DI di tahun 2022 
--waktu itu Prabowo Subianto menjabat menteri 
pertahanan-- Gita tahu: selama ini PT DI terlalu 
bergantung pada pemasok tertentu. Eropa dan 
Amerika.

Gita juga tahu yang paling banyak membeli 
pesawat Casa adalah negara-negara di Amerika 
Latin: negara berbahasa Spanyol, tempat 
Casa diproduksi: Spanyol. Perawatan pesawat 
mereka terganggu. Tidak cukup lagi pasok suku 
cadangnya.

Gita melihat itu sebagai peluang besar bagi PT 

DI. Khususnya di bidang yang amat ia kuasai: 
pemeliharaan. PTDI sudah dikenal ahli N-235 
yang berbasis Casa.

PT DI, pikirnya, bisa mendapat banyak bisnis 
pemeliharaan di Amerika Latin. Bukan sekadar 
pemeliharaan: juga menghidupkan banyak 
yang sudah mati. Termasuk turbinnya. Sampai 
pun ke recoatingblade-nya. Dan itu adalah 
keahlian Gita. Ia pernah sampai menjabat 
kepala direktorat pemeliharaan Mabes TNI AU: 
bertanggung jawab pada keandalan operasi 
pesawat-pesawat militer.

“Banyak Casa yang grounded di sana,” ujar 
Gita.

Suatu saat Gita dipanggil Presiden Prabowo. 
Diberi order besar: bikin pesawat N219 sebanyak 
80 pesawat. Gita bergegas mengkajinya. 
Terutama dari mana akan dapat pasok suku 
cadang. Ini berarti perlu modal kerja yang 
besar.

Pemasok di Eropa dan Amerika pasti tidak 
mau kirim suku cadang tanpa dibayar. Reputasi 
kemampuan bayar PT DI selama ini dikenal 
tidak terlalu baik.

Tapi  mereka mulai  tertar ik  kembali 
berhubungan dengan PT DI. Apalagi mereka 
tahu ada order resmi dari pemerintah 
Indonesia.

Gita tahu: tidak mungkin bisa menyelesaikan 
80 pesawat dalam lima tahun. Ia pun beberapa 
kali menghadap Presiden Prabowo untuk 
mendiskusikan soal itu.

Kemampuan PT DI selama ini hanya 
membuat pesawat N235 satu pesawat tiap 
bulan. Antara lain karena terbatasnya modal 
kerja dan ketersediaan pasok suku cadang --ini 
juga soal modal kerja.

Maka Gita cari akal untuk mencari pemasok 
agar lebih banyak pilihan. Masih ada Kanada. 
Ada Tiongkok. Ada Brasil. Tergantung mana 
yang bisa memberi dukungan lebih baik bagi 
PT DI.

Tidak hanya itu. Gita juga mencari pemasok 
dalam negeri. Ia mendorong swasta nasional 
untuk bisa memasok N219 PT DI. Seperti halnya 
Vela, helikopter listrik buatan PT Vela Prima 
Nusantara, Bandung. Karbon kompositnya 
sudah bisa dipasok dari dalam negeri (Disway 
22 Agustus 2026: Bintang Vela).

“Ternyata banyak yang bisa dipasok oleh 
perusahaan dalam negeri. Jangan semuanya 

impor,” ujar Gita.
Ini juga persoalan modal kerja.
Gita pun ingat: orang kepepet sering punya 

ide baru. Bisa lebih kreatif. Gita tahu, di bidang 
lain, banyak mesin yang dijual di Indonesia 
dengan sistem “sewa pakai”. Mesin apa saja. 
Mulai dari foto copy sampai mesin MRI: untuk 
kamar radiologi rumah sakit besar.

Ada produsen mesin MRI yang mau mesinnya 
ditaruh di satu rumah sakit tanpa bayar di 
depan. Membayarnya berdasar berapa kali 
dipakai oleh pasien di rumah sakit itu. Semacam 
bagi hasil.

Mungkin memang belum ada pabrik mesin 
pesawat yang mau dibeli dengan sistem sewa 
pakai. Perintis sistem ini adalah mesin foto 
copy. Lalu digital printing. Berkembang tak 
terkendali. Sampai pun kini ke mesin MRI.

Siapa tahu mesin pesawat juga bisa dibeli 
dengan cara itu. Mungkin saja produsen mesin 
pesawat dari Tiongkok mau dirayu untuk pakai 
sistem sewa pakai.

Kalau cara baru Gita berhasil order 80 buah 
N219 akan bisa diselesaikan tanpa terlalu 
mengganggu APBN. Dari sini PT DI bisa 
berkembang ke pasar komersial.

“Peru sudah memesan lima N219,” ujar Gita. 
“Satu perusahaan carter di Indonesia sendiri 
sudah order tiga buah,” tambahnya.

Gita juga mengincar pasar penerbangan 
perintis yang sangat besar di dalam negeri. 
Apalagi ada ketentuan: penerbangan perintis 
harus menggunakan pesawat bermesin ganda. 
“N219 sangat cocok. Bukan seperti selama ini, 
penerbangan perintis pakai pesawat bermesin 
tunggal,” katanya.

“Dari mana asal-usul bagian belakang nama 
Gita Amperiawan? Mana ada nama belakang 
orang Sunda Amperiawan?”

“Itu, kata bapak saya, karena saya lahir di 
tahun 1966, di saat istilah Ampera sangat 
populer,” kata Gita.

Waktu itu pelajar-mahasiswa memang 
berdemo hampir tiap hari meneriakkan 
Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera): Tritura. 
Tiga tuntutan rakyat saat itu: bubarkan PKI, 
turunkan harga-harga, bubarkan kabinet. Itu 
60 tahun lalu.

Rupanya ulang tahun ke 50 hari ini, bagi 
PTDI, bisa berarti ”Life begins at 50”. Dan bagi 
Gita sendiri, ”Life begins at 60”.(*)

“Sudah 100 persen. DPT sebanyak 557 yang 
meliputi PCNU, PWNU dan PCINU. Kalau 
jumlah total ada 590, jadi ada 3 persen yang 
tidak memenuhi syarat,” tuturnya, dikutip dari 
Jawa Pos Radar Bromo, Rabu (26/8). Tiga persen 
ini sekitar 33 PCNU/ PWNU/ PCINU. Prof. NUh 
menjelaskan peserta yang tidak tercantum 
dalam DPT bukan karena persoalan kuorum, 
melainkan karena murni tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan panitia. Beberapa 
faktor administrasi menjadi penyebab peserta 

tidak dapat masuk DPT. Di antaranya terdapat 
peserta yang meninggal dunia serta perubahan 
status kepengurusan, khususnya pada PCINU. 

“Karena kan ada yang sudah mati, ada yang 
tidak memenuhi syarat. Dari sisi kuorumnya 
aman, karena itu kan sudah 97 persen (557 
peserta Muktamar yang memiliki hak suara),” 
imbuhnya. Meskipun demikian, peserta 
Muktamar yang tidak memenuhi syarat sebagai 
pemilih, tetap diberikan ruang untuk mengikuti 
Muktamar. Mereka dapat hadir dengan status 
sebagai peninjau. Meski tidak memenuhi syarat 
sebagai pemilih, peserta Muktamar ke-35 NU 

tetap diperbolehkan mengikuti rangkaian 
kegiatan. Mereka hadir dengan status sebagai 
peninjau tanpa memiliki hak suara.

Sementara itu, untuk PCINU yang berada 
di luar negeri, panitia memastikan tidak ada 
pemungutan suara melalui daring maupun 
hybrid. Seluruh peserta yang memiliki hak 
suara wajib hadir langsung dalam Muktamar. 
“Semuanya kan (peserta Muktamar ke-35 
NU) datang ke sini. Tidak ada hybrid. Ya, jadi 
Muktamar fisik kecuali yang dulu pada saat 
Covid, nah itu lain lagi. Ini kan normal. Tak yang 
hybrid. Gitu,” pungkas Prof. Nuh.(jp)

Kemunculan keduanya secara bersamaan 
memimpin rapat, kemarin, terjadi ketika 
dinamika politik antara pemerintahan daerah 
dan Partai Golkar tengah menjadi sorotan.

Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo 
sebelumnya memberi sinyal evaluasi terhadap 
sikap politik partai dalam pemerintahan Gusnar-
Idah. Namun, di tengah isu tersebut, Gusnar dan 
Idah tetap duduk berdampingan memimpin 
pembahasan agenda pemerintahan.

Juru Bicara Gubernur Gorontalo, David 
Radjak, menilai kebersamaan keduanya dalam 
forum resmi tersebut menunjukkan bahwa 
hubungan kerja pemerintahan tetap berjalan. 
“Hari ini (kemarin,red) kita saksikan sendiri, Pak 
Gubernur dan Bu Wakil Gubernur memimpin 

rapat bersama dan membahas agenda-agenda 
penting daerah,”  kata David.

Menurut dia,  dinamika polit ik  yang 
berkembang di ruang publik tidak serta-
merta menggambarkan kondisi hubungan 
kerja antara gubernur dan wakil gubernur. 
David mengatakan rapat berlangsung dalam 
suasana kerja yang terbuka dan komunikatif. 
Sejumlah agenda strategis pemerintahan 
dibahas dalam forum tersebut, dengan suasana 
yang tetap cair di antara jajaran pimpinan. Ia 
menilai kondisi itu menunjukkan bahwa roda 
pemerintahan tidak terpengaruh oleh isu politik 
yang berkembang.

Soal sinyal evaluasi dari Fraksi Golkar 
DPRD Provinsi Gorontalo, David tidak 
mempersoalkannya. Ia menyebut evaluasi 
merupakan bagian dari mekanisme internal 

partai dan merupakan hal yang wajar dalam 
dinamika politik. 

“Golkar punya hak untuk melakukan evaluasi 
internal. Itu bagian dari mekanisme partai. 
Tapi yang perlu digarisbawahi, evaluasi bukan 
berarti keretakan,”  ujarnya. Menurut David, 
komunikasi antara pemerintah provinsi dengan 
seluruh unsur koalisi, termasuk Partai Golkar, 
masih berjalan. 

Ia menegaskan dinamika politik di tingkat elite 
tidak boleh mengganggu agenda pemerintahan. 
Program pembangunan dan pelayanan publik, 
kata dia, tetap menjadi prioritas Gusnar dan 
Idah. “Yang paling penting bagi beliau berdua 
adalah memastikan pemerintahan terus berjalan 
melayani masyarakat Gorontalo. Program-
program pembangunan dan pelayanan publik 
tetap berjalan sesuai rencana,”  katanya. (tro)

Kondisi tersebut mendorong DPRD Provinsi 
Gorontalo meminta pemerintah daerah tidak 
menunggu dampak kekeringan meluas sebelum 
bertindak. Anggota Komisi I DPRD Provinsi 
Gorontalo, Femmy Udoki, menyampaikan ada 
dua hal yang  dihadapi oleh masyarakat saat 
ini. 

Pertama, kemarau berkepanjangan yang 
menyebabkan petani banyak yang gagal panen, 
serta musim angin timur yang membuat para 
nelayan tidak bisa turun melaut. Kata dia, 
BMKG memperkirakan musim kemarau ini 
masih akan terus berlangsung hingga awal 
november mendatang. Hujan baru akan turun 
sekitar minggu kedua november. “Sementara 
angin timur atau ombak besar akan berlangsung 

kemungkinan besar sampai Desember. Sehingga 
butuh langkah-langkah strategis untuk mitigasi 
agar kebutuhan air bersih, dan pangan 
masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,”ujar 
Femmy.

Hal yang sama  disampaikan anggota 
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar 
Karim. Ia mendesak pemerintah provinsi serta 
kabupaten dan kota, segera menyiapkan langkah 
penanganan, termasuk mempertimbangkan 
penetapan status siaga darurat kekeringan. 
“Pemerintah daerah harus segera merumuskan 
sistem penanganan kemarau ini secara sistematis. 
Salah satu langkah awal yang krusial adalah 
menetapkan status siaga darurat kekeringan,”  
kata Umar Karim, kemarin. Ia menyebut, 
sepengetahuanya, baru Pemerintah Kabupaten 
Gorontalo yang menetapkan Surat Keputusan 

(SK) Kepala Daerah tentang status darurat 
bencana kekeringan. “Pemerintah Provinsi baru 
edaran, belum tahu apa sudah ada SK Gibernur. 
Jika belum, Pemprov sebaiknya segera mengkaji 
untuk kemungkinan menetapkanya,”ujar Umar. 
SK Gubernur, lanjut Umar penting karena 
menjadi dasar penggunaan Belanja Tidak 
Terduga (BTT) dalam APBD. 

Menurut dia, prakiraan kemarau hingga 
November harus menjadi dasar bagi pemerintah 
untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, 
terutama terhadap kebutuhan air masyarakat 
dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada 
ketersediaan air. Umar juga meminta pemerintah 
daerah menyiapkan dukungan anggaran, 
termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga 
(BTT) dalam APBD. “Perlu diprioritaskan 
untuk penanganan dampak kekeringan apabila 

kondisi memburuk. Jangan sampai pemerintah baru 
bergerak ketika dampaknya sudah meluas. Anggaran 
dan langkah penanganan harus disiapkan sejak 
sekarang,”  ujarnya. Tak hanya penanganan di tingkat 
daerah, Umar juga membuka opsi intervensi melalui 
modi�kasi cuaca untuk memicu hujan di wilayah yang 
mengalami kekeringan.

M e n u r u t n y a ,  p e m e r i n t a h  d a p a t 
mempertimbangkan teknologi modifikasi cuaca 
melalui mekanisme yang dilakukan lembaga 
berwenang. “Baiknya dipikirkan opsi melakukan 
hujan buatan melalui prosedur modi�kasi cuaca. 
Ini memang mahal, tetapi bisa menjadi salah satu 
opsi yang masuk akal,”  katanya. Dengan prakiraan 
kemarau yang masih berlangsung hingga awal 
November, Umar menilai pemerintah daerah perlu 
memperlakukan ancaman kekeringan sebagai 
persoalan yang harus ditangani sejak dini, bukan 
menunggu sampai krisis air terjadi.

SALAT ISTISQA
Sejumlah pemerintah daerah di Gorontalo telah 

melakukan salat Istisqa sebagai ihtiar berharap 
turunya hujan. Pemda Kabupaten Gorontalo 
menggelar salat Istisqa berjamaah pada Jumat (31/7) 
lalu, di Masjid Agung Baiturrahman, Limboto. Disisul 
oleh Pemda Kota Gorontalo yang menggelar salat 
Istisqa di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo 
pada Jumat (21/8) lalu. Sementara, Pemda dan 
masyarakat Boalemo, menggelar hal yang sama, pada 
Rabu (26/8) kemarin. 

Salat istisqa di Boalemo, berlangsung di alun-alun 
Tilamuta, dihadiri Wakil Bupati Lahmudin Hambali, 
bersama masyarakat dan jajaran Forkopimda 
Boalemo. “Kami mengajak “‹seluruh pihak untuk 
dapat memanjatkan doa agar Allah SWT segera 
menurunkan hujan yang cukup, bermanfaat, dan 
menyelamatkan sektor pertanian serta kehidupan 
warga Boalemo,” ajak Wabup Boalemo Lahmuddin 
Hambali. (tro)
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JAKARTA, 26/8 (ANTARA) 
-  M e n t e r i  P e r e n c a n a a n 
Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas Rachmat 
P a m b u d y  m e n e k a n k a n 
p e n t i n g n y a  p e n e r a p a n 
prinsip rendah emisi dalam 
p e n g e m b a n g a n  i n d u s t r i 
hilirisasi mineral Indonesia 
agar produk nasional mampu 
bersaing di pasar global. Dalam 
Indonesia Sustainability 360 
Forum 2026 di Jakarta, Rabu, 
Rachmat mengatakan hilirisasi 
mineral kritis, seperti nikel, 
tembaga dan bauksit, tidak 
cukup hanya meningkatkan 
nilai tambah komoditas di 
dalam negeri. Pengembangan 
industri tersebut juga perlu 
menerapkan rantai pasok yang 

e�sien dan beremisi rendah. 
“Hilirisasi mineral kritis seperti 
nikel, tembaga, bauksit wajib 
menerapkan rantai pasok eco-
e�cient dan terintegrasi emisi 
rendah. Ini penting agar produk 
industri nasional mampu 
masuk pasar premium global 
dan memenuhi standar kriteria 
karbon ketat seperti Carbon 
Border Adjustment Mechanism 
atau CBAM,” katanya. Menurut 
Rachmat, transformasi menuju 
ekonomi hijau kini menjadi 
bagian dari strategi untuk 
m e m p e rku at  d aya  s a i n g 
nasional. Keberlanjutan, kata 
dia, tidak lagi dapat diposisikan 
sekadar sebagai kewajiban, 
melainkan menjadi bagian dari 
strategi untuk meningkatkan 

produktivitas, mengamankan 
investasi dan memperkuat 
posisi Indonesia di tingkat 
global. 

D a l a m  R e n c a n a 
P e m b a n g u n a n  J a n g k a 
Panjang Nasional (RPJPN) 
dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN), pemerintah pun 
telah menetapkan ekonomi 
hijau sebagai salah satu pilar 
utama transformasi menuju 
Indonesia Emas 2045.

I n d o n e s i a,  l a n j u t  d i a , 
menargetkan pertumbuhan 
ekonomi sebesar 6-8 persen 
sekaligus mencapai target 
net zero emission pada 2060 
atau lebih cepat. Untuk itu, 
pertumbuhan ekonomi ke 

depan perlu berjalan searah 
dengan upaya penurunan 
emisi. 

S elain  hi l i r isasi  hi jau, 
pemerintah juga mendorong 
percepatan transisi energi 
m e l a l u i  p e m a n f a a t a n 
energi  bar u terbar ukan, 
pengembangan ekonomi 
sirkular,  serta penguatan 
pertanian dan ekonomi biru 
b e rk e l a n j u t a n .  Me n u r u t 
Rachmat, transformasi tersebut 
diperlukan untuk mengubah 
k e u n g g u l a n  k o m p a r a t i f 
Indonesia yang berbasis modal 
alam menjadi keunggulan 
kompetitif dengan nilai tambah 
tinggi dan berkelanjutan. (*)

Pewarta : Sho� Ayudiana

KUPANG, 26/8 (ANTARA) 
- Presiden Prabowo Subianto 
meninjau warga terdampak 
gempa magnitude 7,7 di 
Kabupaten Nagekeo, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTT) 
s e k a l i g u s  m e m a s t i k a n 
penanganan dan dukungan 
p e m e r i n t a h  t e r h a d a p 
m a s y a r a k a t  t e r d a m p a k 
bencana berjalan secara 
optimal, pada Rabu (26/8). 
Presiden tiba di Bandar Udara 
Internasional Komodo Labuan 
Bajo kemudian bertolak menuju 
Kabupaten Nagekeo untuk 
meninjau secara langsung 
kondisi  masyarakat yang 
terdampak gempa bumi Flores. 
Presiden Prabowo sempat 
memimpin rapat koordinasi 
di Posko Penanganan Bencana 
Alam NTT Kodam IX/Udayana 
di Nagekeo, NTT.

Da l a m  ra p at  t e r s eb u t, 
Prabowo didampingi sejumlah 
menteri terkait seperti Menteri 

PU Dody Hanggodo, Menteri 
E S D M  Ba h l i l  L a ha d a l i a, 
Mendagri Muhammad Tito 
Karnavian, dan Kapolri Jenderal 
Pol Listyo Sigit. Selain itu hadir 
pula Gubernur NTT Melki Laka 
Lena, serta sejumlah kepala 
daerah. BNPB mencatat hingga 

Selasa (25/8), jumlah korban 
meninggal dunia akibat gempa 
bumi magnitudo (M) 7,7 di 
wilayah Kabupaten Nagekeo, 
NTT, bertambah menjadi 103 
jiwa. Rinciannya Kabupaten 
Manggarai 41 orang, Manggarai 
Timur (34), Nagekeo (13), Sikka 

(6), Ngada (5), di Ende (3) dan 
satu orang di Manggarai Barat. 
Berdasarkan jenis kelamin, 
korban meninggal  dunia 
45 persen laki-laki dan 55 
persen perempuan. Kemudian 
berdasarkan kelompok usia, 
korban jiwa terdiri atas 45 
persen lansia, 37 persen dewasa, 
12 persen anak dan remaja, 
serta sisanya merupakan balita 
dan batita. Sementara korban 
luka-luka, BNPB mencatat 
terdapat  sebanyak 1.666 
orang. Kabupaten Manggarai 
Ti m u r  m e n j a d i  w i l a y a h 
dengan jumlah korban luka 
terbanyak, yakni 239 orang 
mengalami luka berat dan 
404 orang mengalami luka 
ringan. Pemutakhiran data 
korban terus dilakukan BNPB 
seiring dengan adanya laporan 
t a m b a h a n  d a r i  w i l a y a h 
terdampak gempa. (antara)

Pewarta : Kornelis Kaha

Bappenas Tekankan Hilirisasi Mineral Harus Rendah EmisiG O R O N T A L O ,  2 6 / 8 
(ANTARA) -  Kepala Dinas 
Komunikasi, Informatika dan 
Statistik (Diskominfotik) Provinsi 
Gorontalo Mohammad Trizal 
Entengo mengatakan Sensus 
Ekonomi 2026 memperkuat basis 
data ekonomi untuk kebijakan 
pembangunan. “Pemerintah 
m e m b u t u h k a n  b a s i s  d a t a 
ekonomi yang lebih lengkap 
untuk membaca perubahan 
aktivitas usaha dan menjadi 
dasar penyusunan kebijakan 
pembangunan, terutama ketika 
kondisi perekonomian terus 
mengalami perubahan,” katanya 
di Gorontalo, Selasa. 

Menurut dia, kelengkapan data 
menjadi penting agar kebijakan 
pemerintah dapat disusun 
berdasarkan kondisi ekonomi 
yang tergambar secara lebih 
utuh.

“Kami mendukung penuh 
pelaksanaan Sensus Ekonomi 
2026. Saya mengimbau seluruh 

ASN dan PPPK di lingkungan 
Diskominfotik yang belum 
didata agar mengikuti pendataan 
dengan memberikan informasi 
yang lengkap dan benar,”  ujar 
Trizal. Menurut Trizal, partisipasi 
dalam sensus diperlukan untuk 
mendukung ketersediaan data 
yang dapat menggambarkan 
str uktur  dan karakter ist ik 
p e r e k o n o m i a n ,  t e r m a s u k 
perkembangan aktivitas usaha 
di daerah. Data SE 2026 nantinya 
dapat digunakan sebagai salah 
satu dasar dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi pembangunan ekonomi 
di tingkat nasional maupun 
daerah.

Pelaksanaan SE 2026 secara 
nasional berlangsung sejak 1 
Mei hingga 31 Agustus 2026 
dengan pendataan terhadap 
aktivitas usaha di berbagai sektor 
ekonomi. (antara) 

Pewarta: Faradila Alim

Perkuat Basis Data Ekonomi 
untuk Kebijakan Pembangunan   
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PELUNCURAN PROGRAM PLTS 100 GWP
Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) didampingi Menko Bidang 
Perekonomian Airlangga HartartoÃŠ(kedua kanan), Menteri ESDM 
Bahlil Lahadalia (tengah), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 
(kanan), Gubernur Bali Wayan Koster (ketiga kanan) dan Dirut PLN 
Darmawan Prasodjo (ketiga kiri) meninjau lokasi pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp Site Gilimanuk di 
Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Pembangunan PLTS 100 Gigawatt 
peak (GWp) yang ditargetkan selesai dalam tiga tahun tersebut 
merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster 
Kemandirian Energi dan Air, yang diarahkan untuk memperkuat 
kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi 
ketergantungan terhadap energi fosil. 

Presiden Tinjau Warga 
Terdampak Gempa di Nagekeo

SENSUS EKONOMI 2026   

(ANTARA/TANGKAPAN LAYAR) 

Rapat koordinasi Presiden dengan pihak terkait di Nagekeo. 

NKRI...Harga Mati!
NKRI...Harga Mati!
NKRI...Harga Mati!
Sejumlah prajurit Korps 

Marinir TNI AL yang tergabung 
dalam Satuan Tugas Marinir 
Pengamanan Pulau Terluar 
(Satgas Mar Pam Puter) XXX 
di Pulau Sebatik, Kabupaten 
Nunukan, Kalimantan Utara 
berteriak lantang sebelum 
m e n g a k h i r i  a p e l  t u g a s 
operasi harian. Pulau Sebatik 
sebagai salah satu wilayah 
s t r a t e g i s  m e m b u t u h k a n 
perhatian khusus karena 
langsung berbatasan dengan 
Malaysia.  Pulau Sebatik, 
dengan luas sebesar 452,2 
km2, terbagi menjadi dua 
bagian yakni bagian selatan 
d i m i l i k i  I n d o n e s i a  d a n 
wilayah utara masuk negara 
Malaysia. Satgas Mar Pam 

Puter XXX yang dikomandani 
Kapten (Mar) Ahmad Rizwan 
melakukan patroli rutin di 
kawasan pesisir dan titik-
titik rawan untuk mencegah 
berbagai pelanggaran lintas 
batas, seperti penyelundupan 
barang, perdagangan ilegal, 
m a u p u n  a k t i v i t a s  y a n g 
b e r p o t e n s i  m e n g g a n g g u 
kedaulatan Indonesia. Di 
tengah dinamika kehidupan 
m a s y a r a k a t  p e r b a t a s a n , 
prajurit Korps Marinir TNI AL 
memiliki peran penting dalam 
menjaga keamanan sekaligus 
memperkuat kehadiran negara 
di Sebatik sebagai wilayah 
terdepan di utara Indonesia. 
Sebanyak 130 orang prajurit 
s e n a n t i a s a  b e r s i a g a  d i 
tujuh titik wilayah RI yang 
membentang di ujung timur 
hingga barat Pulau Sebatik. 

Tujuh titik itu di antaranya, 
Tanjung Aru, Sungai Pancang, 
Sungai Bajau, Sungai Taiwan, 
Balansiku, Tembaring hingga 
Bambangan.

Perbatasan Indonesia-
Malaysia di Sebatik ditandai 
sebanyak 144 patok. Korps 
Marinir TNI AL berkolaborasi 
dengan Yonkaf 13/SL TNI AD 
dan sejumlah satuan untuk 
menjaga patok batas tersebut. 
Dalam penugasannya, Korps 
Marinir TNI AL berjaga di 
sepanjang pesisir perbatasan. 
S et iap pintu masuk dan 
keluar utamanya di dermaga-
dermaga kecil dijaga ketat 
dan melakukan pemeriksaan 
barang yang masuk atau 
keluar wilayah Indonesia. 
Dengan karakteristik wilayah 
yang didominasi perairan, 
kemampuan mobilitas dan 

operasi am�bi Korps Marinir 
menjadi keunggulan dalam 
menjalankan tugas tersebut. 
Tantangan menjaga wilayah 
perbatasan tidak hanya datang 
dari kondisi geogra�s, tetapi 
juga dari dinamika sosial 
masyarakat setempat.

Karena itu, pendekatan 
persuasif dan humanis menjadi 
bagian penting dalam setiap 
pelaksanaan tugas para prajurit 
sehingga masyarakat pun dapat 
menerima mereka dengan 
baik. Kehadiran prajurit Korps 
Marinir di Sebatik tidak hanya 
berkaitan dengan pertahanan 
dan kedaulatan, tetapi juga 
mendukung berbagai program 
p e m e r i n t a h  d i  k aw a s a n 
perbatasan. (*) 

Foto & teks : M Risyal 
Hidayat
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H+11 Pasca Gempa, 
Langsung Terima 

Laporan Jumlah 
Korban Jiwa  

KUPANG -Sebelas hari setelah 
gempa dahsyat mengguncang 
Flores, Presiden Prabowo Subianto 
akhirnya datang langsung ke Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Di tengah 
duka yang belum reda dan korban 
meninggal yang telah mencapai 103 
jiwa, Prabowo menjelaskan mengapa 
dirinya tidak datang sejak hari-hari 
pertama bencana.

P r a b o w o  b e r a l a s a n , 
ketidakhadirannya pada fase awal 
penanganan gempa merupakan 
keputusan yang disengaja. Ia memilih 
memberi ruang kepada instansi 
pemerintah yang lebih dulu berada di 
lapangan agar dapat berkonsentrasi 
melayani masyarakat terdampak. 
â€œMemang sengaja, di awal-awal 
gempa saya tidak datang, karena saya 
mau berikan kesempatan kepada 
semua instansi untuk melayani 

rakyat secara langsung,â€  kata 
Prabowo saat memimpin rapat 
penanganan bencana di Nagekeo, 
Rabu (26/8).

Menurut Prabowo, kedatangan 
d i r i n y a  b e r s a m a  ro m b o n g a n 
pejabat  pusat  pada har i-har i 
pertama bencana justru berpotensi 
menyita perhatian pemerintah 
daerah. Pejabat daerah, kata dia, 
bisa terpaksa membagi konsentrasi 
untuk urusan penyambutan dan 
protokoler, sementara warga sedang 
membutuhkan penanganan cepat. 
â€œKalau saya datang beberapa 
hari pascagempa, semua konsentrasi 
akan terpecah. Banyak pejabat 
daerah harus menjemput pejabat 
dari pusat. Ini ada kecenderungan 
mengalihkan fokus,â€  ujarnya. 
Meski baru tiba di Flores hampir 
dua pekan setelah gempa, Prabowo 
menegaskan dirinya tetap mengikuti 
perkembangan penanganan bencana 
dari Jakarta. Ia juga mengapresiasi 
a p a r a t ,  p e m e r i n t a h  d a e r a h , 
serta seluruh instansi yang sejak 
awal bergerak menangani warga 
terdampak. Kehadiran Prabowo di 

Nagekeo berlangsung ketika luka 
akibat gempa masih dalam. 

Di NTT Prabowo mendapati 
laporan tentang penanganan pasca 

bencana hingga jumlah korban 
jiwa. Gempa bermagnitudo 7,7 yang 
mengguncang Flores pada 15 Agustus 
itu telah menewaskan sedikitnya 103 
orang dan menyebabkan 1.666 orang 
mengalami luka-luka.

Korban meninggal tersebar di 
tujuh kabupaten. Manggarai menjadi 
daerah dengan jumlah korban 
terbanyak, yakni 41 orang, disusul 
Manggarai Timur 34 orang dan 
Nagekeo 13 orang. Korban lainnya 
tercatat di Sikka, Ngada, Ende, dan 
Manggarai Barat.

Data BNPB menunjukkan 45 persen 
korban meninggal merupakan lansia, 
sementara 12 persen lainnya anak-
anak dan remaja. Sisanya terdiri atas 
kelompok dewasa serta balita dan 
batita. Di Nagekeo, Prabowo langsung 
memimpin rapat koordinasi bersama 
jajaran terkait untuk mengevaluasi 
penanganan pascagempa dan 
memastikan dukungan pemerintah 
bagi warga terdampak tetap berjalan. 
Kunjungan itu sekaligus menjadi 
kemunculan langsung Presiden di 
wilayah bencana setelah sebelas hari 
gempa berlalu. (jp)

Prabowo Akhirnya Kunjungi Korban Gempa NTT

Presiden Prabowo Subianto mengecek kondisi pengungsi di posko pengungsi 
Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (26/8/2026). 
(foto: BPMI Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Polda Metro Jaya dan 
Bank Mandiri mengaktifkan kembali 
rekening milik Koordinator Aliansi 
Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) 
Supriyono yang sebelumnya sempat 
diberlakukan penundaan transaksi. 
Hal itu disampaikan Direktur Reserse 
Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda 
Metro Jaya Komisaris Besar Polisi 
Iman Imanuddin dan Direktur Utama 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Riduan dalam konferensi pers yang 
digelar Komisi III DPR di Gedung 
DPR, Jakarta, Rabu (25/8). Iman 
menjelaskan kepolis ian telah 
rampung melakukan penelusuran 
terhadap rekening yang berisi dana 
hasil penggalangan untuk unjuk 
rasa masyarakat Pati itu. â€œKami 
sudah memperoleh fakta hukum 
dari pihak-pihak terkait sehubungan 
d e n g a n  d o n a s i  d a n  re k e n i n g 
yang bersangkutan, selanjutnya, 
terhadap penundaan rekening dapat 
dijalankan kembali dan kembali 
menjadi kewenangan dari Bank 
Mandiri,â€  ucap dia. Dia mengatakan 
penundaan rekening dilakukan 
untuk memastikan dana donasi 
yang dikumpulkan berasal dari 
sumber yang tidak melanggar hukum. 
Langkah tersebut ditempuh guna 
melindungi para donatur maupun 
pener ima donasi .  Penundaan 
transaksi rekening, imbuh dia, dapat 
dilakukan selama lima hari kerja 
sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
â€œHari ini belum sampai lima 

hari kerja. Namun demikian, kami 
bergerak cepat untuk memastikan 
sehingga proses demokrasi dan 
penyampaian pendapat sebagaimana 
diatur oleh undang-undang juga 
bisa terl indungi  bagi  selur uh 
masyarakat,â€  ujarnya. Sementara itu, 
Direktur Umum Bank Mandiri Riduan 
menyatakan pihaknya bakal segera 
mengaktifkan kembali rekening milik 
Supriyono. Dia pun menekankan 
Bank Mandiri akan senantiasa 
memegang amanah nasabah dengan 
baik untuk menyelenggarakan 
p e r b a n k a n  s e c a r a  b i ja k s a n a . 
â€œSebagai bank yang melayani 
nasabah dengan konsekuensi yang 
diatur di dalam peraturan maka kami 
akan menindaklanjuti apa yang tadi 
disampaikan untuk segera melakukan 
pengaktifan kembali  rekening 
yang kemarin disampaikan untuk 
dilakukan penundaan transaksi,â€  
ucapnya. Adapun konferensi pers 
yang juga dihadiri Kapolda Metro 
Jaya Komjen Asep Edi Suheri itu 
dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR 
Habiburokhman.

 Sebelumnya, rekening bank 
milik Supriyono diduga diblokir 
ketika mendampingi warga Pati 
menyampaikan aspirasi di Jakarta 
pada Jumat (21/8).

  Rekening itu disebut berisi Rp 80,9 
juta berupa dana pribadi dan donasi 
masyarakat untuk kebutuhan unjuk 
rasa. (antara/jpnn)

Bank Mandiri Aktifkan Lagi 
Rekening Aktivis AMPB

Heboh di media sosial, logo Bank Mandiri 
pada gedung Bank Mandiri di Jalan M.H 
Thamrin, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, 
Jakarta Pusat, dicopot ditengah isu 
pemblokiran rekening aktivis AMPB yang 
menuai sorotan masyarakat. (foto: istimewa) 

Ferry Irwandi Suplai Logistik Massa AMPB
JAKARTA-Dukungan terhadap 

massa Aliansi Masyarakat Pati 
Bersatu (AMPB) yang menggelar 
aksi di depan Gedung DPR RI datang 
dari konten kreator dan aktivis Ferry 
Irwandi. Sehari sebelum aksi, Ferry 
mendatangi langsung massa AMPB 
sekaligus mengirim bantuan logistik 
senilai jutaan rupiah. 

Ferry tiba di lokasi, Rabu (26/8) 
sekitar pukul 12.11 WIB. Ia langsung 
m e n e mu i  ko o rd i nat o r  A M P B 
Supriyono alias Mas Botok, Teguh 
Istianto, serta sejumlah peserta aksi 
yang tengah bersiap menghadapi 
demonstrasi. 

Tak sekadar datang memberi 
dukungan, pendiri Malaka Project 
itu meminta seorang pengemudi 
ojek daring membelikan kebutuhan 
logistik untuk massa AMPB. Bantuan 
tersebut kemudian diserahkan 
kepada massa yang telah berada di 
Jakarta untuk menyuarakan aspirasi 
mereka.

Ferry mengatakan dukungan itu 
diberikan karena kedekatannya 
dengan masyarakat Pati. Baginya, 
demonstrasi merupakan bagian 
dari hak demokrasi warga yang 
harus dihormati selama dilakukan 
secara bertanggung jawab. â€œSama 
Pati tuh hubungan udah begini, 
akrab bangetlah. Jadi kalau ada yang 
bisa dibantu, kita support orang 
menggunakan hak demokrasi,â€  
ujar Ferry. Ia juga berpesan agar 
massa yang turun dalam aksi tetap 
menjaga solidaritas. 

Ferry mengingatkan peserta untuk 
tidak berjalan sendiri dan saling 
menjaga selama berada di tengah 
situasi demonstrasi. â€œJangan lupa 
bersolidaritas, jaga sekelilingnya, 
jaga teman. Jangan terpisah sendiri. 
Di situasi lapangan kita enggak 
pernah tahu apa yang terjadi,â€  
katanya. Namun, Ferry memastikan 
dirinya tidak dapat bergabung 
dalam aksi AMPB pada 27 Agustus. 

Ia harus bertolak ke Kalimantan 
untuk menyalurkan bantuan yang 
sebelumnya telah diamanahkan 
kepadanya. â€œSubuh ini � ight lagi 
ke Kalimantan. Karena kita harus 
nyalurin, ada amanah juga untuk 
disalurin bantuan ke Kalimantan,â€  
ujarnya.

Sementara i tu,  Koordinator 
AMPB Supriyono alias Mas Botok 
menegaskan kedatangan warga Pati 
ke Jakarta bukan untuk membuat 
kerusuhan. Massa, kata dia, datang 
untuk mengawal aspirasi publik 
secara damai. â€œWarga Pati datang 
ke Jakarta ini tidak mau membuat 
kerusuhan. Warga Pati datang ke 
Jakarta ini mengawal aspirasi rakyat 
Indonesia,â€  kata Botok sebelumnya. 
Rombongan AMPB berangkat dari 
Pati pada Kamis (20/8) sekitar pukul 
13.00 WIB melalui jalur darat. Mereka 
tiba di Jakarta pada Jumat pagi sekitar 
pukul 09.00 WIB setelah perjalanan 
terhambat kemacetan. (jp)
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Bersambung ke Hal.2

Gaya Purbaya
Oleh: Dahlan Iskan

SETINGGITINGGI  jabatan direktur 
utama sebuah bank pemerintah, tetaplah 
ia/dia seorang bawahan. Ia/dia masih 

punya atasan. 

BE R B E D A  d a r i  s i d a k 
sebelumnya yang umumnya 
dilakukan subuh hari untuk 

menyaksikan proses memasak, 
dan penyajian MBG. Sidak kali 
ini  dilaksanakan pada siang 
hari sekitar pukul 13.00 WITA. 
Tujuannya, memastikan apakah 
proses pencucian ompreng sudah 
memenuhi standar operasional 
prosedur (SOP).

“Dari hasil peninjauan, saya 
menilai  pencucian ompreng 

b erjalan baik  karena sudah 
menggunakan alat pengering. Ini 
tentu kami apresiasi,-  kata Idah.

Meski demikian, saat sidak, 
Wagub Idah Syahidah dan tim 
menemukan adanya aktivitas 
memasak pada jam distribusi. 
Padahal, seharusnya pada jam - 
jam itu, MBG sudah siap disalurkan 
ke sekolah SMA/sederajat. Setelah 
dikon�rmasi, 

WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie terus 
menunjukkan komitmennya menjaga kualitas Program Makan Bergizi 

Gratis (MBG). Tidak hanya fokus pada gizi dan keamanan makanan, kali 
ini Idah menekankan aspek kebersihan Food Tray MBG atau ompreng. 

Sidak digelar di dapur Sentra Penyedia Pangan Gorontalo (SPPG) 
Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jumat (3/10).

WAKIL GUBERNUR IDAH SYAHIDAH RH TERUS PANTAU SPPG DI GORONTALO   

Selain Menu, Kebersihan Omprengan juga Diperhatikan

Bersambung ke Hal.2

(FOTO - FADLY/
DISKOMINFOTIK) 

WAKIL
Gubernur 
Gorontalo 

Idah Syahidah 
Rusli Habibie 
saat melihat 

langsung 
proses 

pencucian 
food tray atau 

ompreng 
atau tempat 

MBG di SPPG 
Tuladenggi, 
Telaga Biru, 

Kab Gorontalo, 
Jumat (3/10). 

SK PPP 
MARDIONO 

DIGUGAT

(FOTO : TANGKAPAN LAYAR) 

API melahap dua rumah di Jln 23 Januari, Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo, Ahad (5/10). 

KEBAKARAN

Dua Rumah dan 
Bengkel Ban Ludes

GORONTALO - GP - Kebakaran hebat menggagerkan warga Kelurahan Ipilo, 
Kecamatan Kota Timur, tepatnya di Jln 23 Januari, Kota Gorontalo, Ahad (5/10) 

pagi. Dua rumah berdekatan  dan sebuah bengkel ban ludes dilalap si jago 
merah. Kebakaran sempat menyedot perhatian warga, yang kebetulan saat itu 

sedang diberlakukan Car Free Day. 

Bersambung ke Hal.2

J A K A R TA  - G P -  P a r t a i  P e r s a t u a n 
P e m b a n g u n a n  a t a u  P P P  ku b u  A g u s 
Suparmanto menyatakan bakal menggugat 
SK Kepengurusan kubu Muhammad Mardiono 
yang telah disahkan Kementerian Hukum ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 

2020-2025, M Romahurmuziy menyebut 
pihaknya sedang menyiapkan gugatan tersebut 
untuk segera didaftarkan ke PTUN.“Kita ketemu 
di Pengadilan. Ya, akan kita gugat, segera,” ujar 
Rommy kepada wartawan, Jumat (3/10).

DUALISME PPP

Bersambung ke Hal.2

Bersambung ke Hal.2

SIDOARJO - Tim SAR gabungan 
kembali menemukan 20 korban 
dalam operasi pencarian hari 
ketujuh ambruknya musala 
Pondok Pesantren (Ponpes) 
Al-Khoziny di Sidoarjo, Ahad 
(5/10). 

Kepala Kantor SAR Surabaya 
selaku On Scene Coordinator 
(OSC) Nanang Sigit menjelaskan 
proses pencarian difokuskan di 
sektor A1, A2, A3, dan A4 dengan 
prioritas pembersihan puing di 
sisi utara bangunan yang tidak 
terintegrasi dengan struktur 
utama. 

TRAGEDI PONPES AL KHOZINY

Korban Meninggal jadi 46 Orang

(FOTO : AP/ BASARNAS) 

TIM penyelamat membawa jenazah korban reruntuhan 
bangunan musala runtuh di pondok pesantren Al Khoziny di 
Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada 46 jenazah yang ditemukan 

hingga Ahad (5/10). 

ANISHA APRILIA-DISWAY.ID 

MENKEU Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan 
bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 
rencana pemindahan dana sebesar Rp 200 triliun 
dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.

HARIAN GORONTALO POST OTOMOTIF KAMIS, 27 AGUSTUS 
TAHUN 2026

Perubahan APBD di 
Tengah Tekanan Fiskal

LIMBOTO - Bupati Gorontalo Sofyan 
Puhi menegaskan perubahan APBD 2026 
diarahkan untuk menjaga pelayanan 
publik dan menjawab kebutuhan 
masyarakat di tengah tekanan fiskal 
daerah. Penegasan itu disampaikan Bupati 
Sofyan Puhi saat menghadiri Sidang 
Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo 
dalam rangka penandatanganan Nota 
Kesepakatan Perubahan Kebijakan 
Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu 
(26/8/2026).

Sofyan mengatakan, perubahan 
KUA-PPAS bukan sekadar penyesuaian 
administratif, tetapi menjadi instrumen 
untuk memastikan anggaran tetap 
efektif dan berpihak pada kepentingan 
masyarakat. “Perubahan anggaran kali 
ini berada dalam situasi fiskal yang 
penuh tantangan. Karena itu diperlukan 
ketajaman dalam menentukan prioritas, 
kehati-hatian serta responsivitas 
kebijakan,” ujarnya.

Dalam perubahan KUA-PPAS tersebut, 
pemerintah daerah mengakomodasi 
tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) 
sebesar Rp53,66 miliar dan kurang 
bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 
Rp4,56 miliar. Pada saat yang sama, 
Dana Desa berkurang Rp82,99 miliar. 
Menurut Sofyan, tambahan transfer 
pusat memberikan ruang fiskal untuk 
memenuhi kebutuhan belanja mendesak 
dan menjaga program prioritas. 
Sementara pengurangan Dana Desa 
perlu diantisipasi agar tidak mengganggu 
pelayanan dasar dan pembangunan di 
desa. Di samping itu, perubahan anggaran 
juga menyesuaikan restrukturisasi 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

(SOTK). Penataan kelembagaan tersebut 
diarahkan untuk meningkatkan e�siensi 
birokrasi, mengurangi tumpang tindih 
fungsi, dan memperkuat pelayanan 
publik. “Proses transisi kelembagaan 
harus berjalan lancar tanpa mengganggu 
keberlanjutan program pelayanan 
kepada masyarakat,”  ungkapnya. Sofyan 
menekankan sejumlah prioritas dalam 
perubahan APBD, mulai dari efisiensi 
belanja operasional, pemenuhan hak 
keuangan ASN dan pemerintah desa, 
menjaga pembangunan desa, hingga 
percepatan penanganan kemiskinan 
ekstrem, stunting, dan pemulihan daya 
beli masyarakat.Ia pun meminta seluruh 
perangkat daerah memastikan setiap 
rupiah anggaran memberikan manfaat 
nyata bagi masyarakat. 

S e m e n t a r a  i t u ,  K e t u a  D P R D 
Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira 
mengatakan, meski penyampaian 
KUA-PPAS Perubahan 2026 mengalami 
keterlambatan, tahapan pembahasannya 

tetap berjalan sesuai agenda yang telah 
ditetapkan.

Setelah penandatanganan nota 
kesepakatan, pemerintah daerah 
dijadwalkan menyampaikan dokumen 
Rancangan APBD Perubahan (R-APBD-P) 
kepada DPRD pada Senin (31/8/2026). 
“Insyaallah masuk hari Senin. Hari Selasa 
akan kami paripurnakan karena tahapan 
sudah ditetapkan melalui Banmus,”  kata 
Zul�kar.

Ia menjelaskan, paripurna tingkat I 
APBD Perubahan dijadwalkan pada Selasa 
(1/9/2026), dilanjutkan pembahasan 
bersama Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD). DPRD menargetkan 
pengesahan APBD Perubahan 2026 dapat 
dilakukan pada minggu pertama atau 
paling lambat minggu kedua September. 
Dengan tahapan tersebut, pembahasan 
APBD Perubahan 2026 diharapkan tetap 
berjalan tepat waktu sehingga tidak 
menghambat pelaksanaan program 
pemerintah daerah. (adv)

Bupati: Tetap Jaga 
Layanan Publik   

LIMBOTO - Sebanyak 700 peserta 
dari 24 gugus depan (gudep) SMA/
SMK/MA se-Kabupaten Gorontalo 
mengikuti Perkemahan Bakti Saka 
Widya Budaya Bakti (SWBB) Tingkat 
Cabang Kabupaten Gorontalo 
Tahun 2026 di Bumi Perkemahan 
Bongohulawa, Kecamatan Limboto, 
Rabu (26/8/2026).

Perkemahan yang menjadi 
ruang pembentukan karakter, 
kemandir ian,  keterampilan, 
kepedulian sosial ,  dan j iwa 
p e n ga b d i a n  g e n e ra s i  mu d a 
tersebut dibuka Wakil Bupati 
Gorontalo Tonny S. Junus. Kegiatan 
ini juga melibatkan pembina, 
sangga kerja, unsur pendukung, 
serta peserta peninjau dari Satuan 
Komunitas (Sako) Pengayoman 
Lapas Perempuan. Wabup Tonny 
meminta kegiatan SWBB harus 
menjadi momentum bagi peserta 
untuk mengembangkan dir i 
sekaligus memberi manfaat bagi 
masyarakat.

“Pramuka bukan hanya soal 
ketangkasan individu,  yang 
t i d a k  ka l a h  p e nt i ng  a d a l a h 
bagaimana adik-adik hadir dan 
memberikan manfaat nyata di 
tengah masyarakat,”  ujar Tonny. 
Ia juga mengapresiasi keterlibatan 
berbagai Satuan Karya (Saka) dan 
seluruh pihak yang mendukung 
pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, 
sinergi tersebut menunjukkan 
semangat  G erakan Pramuka 
untuk terus bergerak bersama 

dalam membina generasi muda. 
Tonny berpesan kepada peserta 
agar mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan dengan disiplin, penuh 
semangat dan tanggung jawab, serta 
menjaga kesehatan, kekompakan 
dan nama baik Gerakan Pramuka. 
“Teruslah belajar, berkarya dan 
mengabdi. Jadikan pengalaman 
selama perkemahan ini sebagai 
bekal untuk menjadi generasi muda 
yang bermanfaat bagi masyarakat, 
bangsa dan negara,”  pesannya.

Sementara itu, Pimpinan Saka 
Widya Budaya Bakti Kabupaten 
G o r o n t a l o ,  J a y u s d i  R i v a i , 
mengatakan rangkaian kegiatan 
meliputi kegiatan harian, lomba 
krida Saka Widya Budaya Bakti, 
lomba teknik kepramukaan, serta 
kegiatan bakti sosial. 

Kegiatan bakti dijadwalkan 
b e r l a n g s u n g  Ju m a t  ( 2 8 / 8 ) , 
dengan aksi kebersihan di Taman 
Menara, Taman Budaya, dan Pasar 
Modern Limboto setelah peserta 
melaksanakan salat Jumat bersama 
di Masjid Agung Baiturrahman 
Limboto. “Ini merupakan wujud 
ke p e d u l i a n  k a k a k  d a n  a d i k 
Pramuka terhadap masyarakat 
sekaligus lingkungan,”  kata Jayusdi. 
Perkemahan SWBB tersebut 
turut dihadiri unsur Pemerintah 
Kabupaten Gorontalo, jajaran 
Kwarda dan Kwarcab Gerakan 
P r a m u k a ,  p i m p i n a n  S a k a , 
Mabigus, pembina, serta peserta 
perkemahan. (adv)

Perkemahan Saka Widya Budaya Bakti 

Dibuka Wabup Diikuti 700 Peserta

Perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti (SWBB) Tingkat Cabang 
Kabupaten Gorontalo Tahun 2026

Deskripsi Peryaratan Lelang :
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

PT. BANK SULUTGO dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo akan melakukan Lelang Ek-
sekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak-
Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan jenis penawaran lelang mela-
luiaplikasi lelang (open bidding) terhadap objek hak tanggungan dari 
debitur :

CV. SADAM JAYA

JAMINAN

Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan luas 3.759m², sesuai 
SHMNo.408/Biyonga (SHM baru menjadi NIB.30.02.000007992.0) 
berlokasi diJalan Lingkungan Kelurahan Biyonga,Kecamatan 
Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tercatat An. 
ISMAIL H. ITI

Nilai Limit: Rp.75,180,000 
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Memilih objek lelang yang diikuti pada website diatas.
Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas, 
setelah memilih objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan.
Uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalen-
der sebelum pelaksanaan lelang.
Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android mela-
lui Playstore pada smartphone dengan nama lelang Indonesia.
Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat diatas.
Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok le-
lang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, 
jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan 
akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan PMK 41 Tahun 
2023 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang 
wajib disetorkan ke rekening penampungan yang ada di PT. BANK SULUTGO (No. Rek. 
000.00.211.02.01.001360 – PPN Tingkat I) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan 
lelang.
Berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur seusai lelang, maka 
pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL dan PT. Bank Sulutgo, ter-
masuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.
Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya

PENGUMUMAN PERTAMA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. BANK SULUTGO

MANADO -  Keselamatan 
di jalan raya tidak selalu 
bermula dari aturan dan 
ancaman sanksi. Lebih 
jauh dari itu, keselamatan 
lahir dari kesadaran setiap 
pengendara bahwa jalan 
merupakan ruang bersama 
yang juga menyangkut 
keselamatan orang lain.

Kebiasaan sederhana 
s e r i n g  k a l i  m e n j a d i 
penentu. Menggunakan 
lampu sein saat berpindah 
a r a h ,  m e n j a g a  j a r a k 
dengan kendaraan di 
depan, tidak memainkan 
telepon seluler ketika 
b e r k e n d a r a ,  h i n g g a 
memberi ruang kepada 
p e n g g u n a  j a l a n  l a i n 
merupakan bentuk etika 
yang semestinya melekat 
pada setiap pengendara. 
Instruktur Safety Riding 
PT Daya Adicipta Wisesa 
(DAW), Andhika Reynold 
S a l i n d e h o ,  m e n i l a i 
kepatuhan berkendara 
t i d a k  s e h a r u s n y a 
dibangun karena rasa 
takut terhadap tilang.

“ B e rke n d a ra  bu ka n 
h a n y a  t e n t a n g  t a k u t 
ditilang, tetapi bagaimana 
kita sadar bahwa setiap 
k e p u t u s a n  d i  j a l a n 
bisa berdampak pada 
keselamatan orang lain,”  
ujar Andhika.

M e n u r u t n y a , 
pengendara perlu melihat 

k e s e l a m a t a n  b u k a n 
semata sebagai upaya 
melindungi diri sendiri. 
Setiap tindakan di jalan 
memiliki  konsekuensi 
bagi pengendara lain, 
pejalan kaki  maupun 
pengguna jalan lainnya. 
Karena itu, kesadaran 
u n t u k  b e r h a t i - h a t i 
harus muncul sebelum 
p e l a n g g a r a n  t e r j a d i . 
P e n g e n d a r a  d i t u n t u t 
mampu mengendalikan 
diri, membaca situasi lalu 
lintas dan menghormati 
h a k  p e n g g u n a  j a l a n 
l a i n n y a .  “ Ja d i ,  m a r i 
berkendara bukan hanya 
agar kita selamat, tetapi 
juga memastikan orang 
l a i n  s a m p a i  d e n g a n 
selamat,”  katanya.

Pesan tersebut terus 
didorong DAW melalui 
edukasi Safety Riding dan 
kampanye #Cari_Aman, 
dengan menempatkan 
disiplin dan kepedulian 
s e b a g a i  b a g i a n  d a r i 
kebiasaan berkendara. 
Sebab jalan raya bukan 
milik satu orang. Setiap 
kendaraan yang bergerak 
d i  at a snya  m e mbawa 
risiko sekaligus tanggung 
jawab. Ketika kesadaran 
m e n j a d i  k e b i a s a a n , 
keselamatan tidak lagi 
sekadar urusan aturan, 
tetapi menjadi budaya 
bersama. (tro)

DAW: Etika Berkendara Dimulai dari Kesadaran

(FOTO: DOK-DISKOMINFO) 

Foto bersama Bupai, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Gorontalo 
usai penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026, Rabu 
(26/8). 
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Pengawasan MBG Diminta Diperketat

G O R O N T A L O - G P - 
Momentum Ramadan 
d i m a n f a a t k a n  p a r a 
politisi di Kota Gorontalo 
u n t u k  m e m p e r e r a t 
silaturahmi. Lembaga 
Sw a d ay a  Ma s y a ra k a t 
(LSM) Yaphara menggelar 
bu ka  pu a sa  b e r sa ma 
y a n g  d i h a d i r i  l i n t a s 
partai dan tokoh politik 
di Hotel Grand Q, Kamis 
(5/3/2026). 

Memasuki  har i  ke-
15 Ramadan, kegiatan 
tersebut dinilai menjadi 
ruang yang tepat untuk 
m e rawat  ko mu n i k a s i 

politik yang sehat. Selain 
buka puasa bersama, 
p e r t e m u a n  i t u  j u g a 
menjadi wadah bertukar 
gagasan demi kemajuan 
Kota Gorontalo ke depan. 
Ketua Dewan Perwakilan 
R a k y a t  D a e r a h  Ko t a 
(Dekot) Gorontalo, Irwan 
Hunawa, mengapresiasi 
inisiatif Yaphara yang 
berhasil mempertemukan 
seluruh politisi dalam 
s u a s a n a  p e n u h 
keakraban.

“ A l h a m d u l i l l a h 
semua bisa hadir.  Ini 
langkah awal yang baik 

u n t u k  m e n y a t u k a n 
ide dan gagasan bagi 
p e r k e m b a n g a n  K o t a 
Gorontalo,” ujar Irwan.

Menurutnya, dinamika 
dan perbedaan pendapat 
dalam politik merupakan 
hal yang lumrah. 

Namun,  perbedaan 
t e r s ebu t  t i d a k  b o l e h 
berkembang menjadi 
konflik berkepanjangan 
apalagi menimbulkan 
dendam.

Ia menegaskan, politik 
harus dijalankan secara 
dewasa dan profesional. 
K e t i k a  p e r d e b a t a n 

selesai, maka hubungan 
persaudaraan harus tetap 
terjaga. 

“Politik ya politik. Beda 
pendapat itu biasa. Jangan 
sampai  ada dendam, 
karena itu hanya akan 
menjadi penyakit batin,” 
tegasnya.

I r w a n  b e r h a r a p , 
silaturahmi seperti ini 
dapat terus dilaksanakan 
secara berkelanjutan. 
Dengan komunikasi yang 
terjaga, suasana politik 
yang kondusif diyakini 
akan berdampak positif 
terhadap pembangunan 
dan pelayanan kepada 
m a s y a r a k a t  d i  K o t a 
Gorontalo. (Adv)

G O R O N T A L O - G P 
-  P r o g r a m  G e r a k a n 
K e b e r s i h a n  y a n g 
dicanangkan Pemerintah 
Kota Gorontalo mendapat 
dukungan dari Anggota 
D e w a n  P e r w a k i l a n 
R a k y a t  D a e r a h  Ko t a 
( D e k o t )   G o r o n t a l o, 
Alwi Lapananda yang 
menyatakan siap untuk 
mendukung sekaligus 
mengawal pelaksanaan 
program tersebut agar 
berjalan maksimal dan 
berkelanjutan.

M e n u r u t  A n g g o t a 
K o m i s i  I  D e k o t  i t u , 
g e r a k a n  k e b e r s i h a n 
menjadi gebrakan baru 
yang membawa semangat 
perubahan dalam menjaga 

kebersihan di seluruh 
wilayah Kota Gorontalo. 
Ia  menilai  kebi jakan 
y a n g  d i i n i s i a s i  Wa l i 
Kota Gorontalo, Adhan 
Dambea, patut mendapat 
dukungan penuh dari 

seluruh unsur pemerintah 
maupun masyarakat.

“ K a m i  d i  D e w a n 
Perwakilan Rakyat Daerah 
tentu mendukung penuh 
kebijakan Pak Wali Kota. 
Ini semangat baru bagi 
para petugas kebersihan 
s e b a g a i  b a g i a n  d a r i 
gerakan besar menjaga 
wajah Kota Gorontalo,” 
ujar Alwi,   Legislator 
muda partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) itu 
menjelaskan, program 
k e b e r s i h a n  t e r s e b u t 
s e b e l u m n y a  d i k e n a l 
dengan sebutan pasukan 
kuning. Kini,  melalui 
perubahan nama menjadi 
G erakan Kebersihan, 
p e m e r i n t a h  i n g i n 

menghadirkan identitas 
dan spirit baru yang lebih 
luas serta partisipatif.

“Perubahan nama ini 
bukan hanya simbolik, 
t e t a p i  m e m p e r k u a t 
identitas dan semangat 
baru bagi para petugas 
k e b e r s i h a n  s e b a g a i 
bagian dari gerakan besar 
m e n ja g a  w aja h  Ko t a 
Gorontalo,” jelasnya.

Alwi menambahkan, 
keberhasilan program ini 
sangat bergantung pada 
sinergi  semua pihak, 
mulai dari pemerintah 
k o t a ,  c a m a t ,  l u r a h , 
hingga masyarakat di 
t i n g k a t  l i n g k u n g a n . 
Tanpa keterlibatan aktif 
seluruh elemen, gerakan 

tersebut dikhawatirkan 
hanya menjadi slogan 
s e m a t a .  K a r e n a  i t u , 
pihaknya memastikan 
akan menjalankan fungsi 
p e n g a w a s a n  u n t u k 
memastikan program 
berjalan efektif, termasuk 
dari sisi penganggaran 
dan pelaksanaannya di 
lapangan.

“ Ka l au  i n i  d i k awa l 
b e r s a ma,  mu l a i  d a r i 
p e m e r i n t a h  k o t a , 
kecamatan, kelurahan 
hingga masyarakat, saya 
optimistis wajah Kota 
Gorontalo akan semakin 
bersih dan tertata. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
siap mendukung,” pungkas 
Alwi. (Adv)

Irwan Hunawa Apresiasi Silaturahmi Yaphara Politik

Alwi Komitmen Awasi Program Kebersihan Kota

Dekot Tekankan 
Peran Dinas 
Pangan dan Dinas 
Kesehatan Jaga 
Standar Gizi

G O R O N T A L O -
G P -  P e l a k s a n a a n 
program Makan Bergizi 
Gratis (MBG) di Kota 
Gorontalo diminta tidak 
hanya berjalan secara 
administratif, tetapi juga 
diawasi secara ketat dari 
sisi kualitas dan standar 
gizi. Hal ini disampaikan 
saat rapat Panitia Khusus 
(Pansus) III bersama 
OPD Pemerintah Kota 
(Pemkot) Gorontalo. 

 Ketua Pansus III, Totok 
Bachtiar mengatakan, 
dalam skema pelaksanaan 
MBG terdapat pihak 
penyedia dapur, yayasan 
y a n g  m e n y i a p k a n 
gedung dan peralatan, 
serta Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG) 
yang bertugas mengelola 
dan memasak makanan. 
Karena itu, pengawasan 
m e n ja d i  ku n c i  a g a r 
tujuan program benar-
benar tercapai.

“Peran Dinas Pangan 
dan Dinas Kesehatan 
di sini sangat penting. 
Yang pertama diawasi 
adalah ketersediaan 
p a n g a n n y a ,  k e d u a 
kualitas makanannya. 
Apakah benar-benar 
memenuhi standar gizi 
atau tidak,” ujar Totok 

L a n j u t  d i r i n y a 
menegaskan,  jangan 
s a m p a i  p e m e r i n t a h 
menggulirkan program 
makan bergizi  gratis 
k e p a d a  ma s ya ra k at , 
tetapi kualitas makanan 
yang diberikan tidak 
terkontrol. Menurutnya, 
m e m a s t i k a n  m u t u 
dan kandungan gizi 
m e r u p a k a n  b a g i a n 
dari  tanggung jawab 
organisasi perangkat 
daerah teknis. Apalagi 
p r o g r a m  M B G 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). Meski 
b e r a s a l  d a r i  p u s a t , 
p e l a k s a n a a n n y a  d i 
daerah tetap menjadi 
o b j e k  p e n g a w a s a n 
legislatif. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019, 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah memiliki fungsi 
pengawasan terhadap 
penggunaan anggaran, 
baik yang bersumber dari 
APBN maupun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).

“Penggunaan dana 
tetap harus diawasi. 
Te r m a s u k  p r o g r a m 
MBG ini.  Kami akan 
mengecek dapur-dapur 
yang ada, memastikan 
apakah sudah sesuai 
s t a n d a r,  b a g a i m a n a 
j a m  d i s t r i b u s i n y a , 
d a n  b a g a i m a n a 
pengelolaannya oleh 
SPPG,” tegasnya.

I s u  k u a l i t a s  M B G 
sendiri sempat mencuat 
di media sosial, termasuk 
laporan terkait makanan 
yang dinilai tidak layak. 
Hal tersebut, menurut 
Totok, harus menjadi 
perhatian serius agar tidak 
terjadi kembali. Beberapa 
aduan juga diterima 
dari daerah pemilihan 
Hulonthalangi. Dari dapil 
tersebut, ia mengaku 
telah turun langsung 
melakukan pengecekan 
guna mengetahui sumber 
persoalan.“Dari informasi 
y a n g  k a m i  p e ro l e h, 
persoalannya berada 
pada SPPG, bukan pada 
penyedia dapur. Yayasan 
ha nya  m e nye d i a ka n 
gedung dan peralatan, 
sedangkan pengelolaan 
bahan makanan dan 
p r o s e s  m e m a s a k 
dilakukan oleh SPPG. Di 
situlah letak yang perlu 
mendapat perhatian,” 
jelasnya.

Ia menilai langkah 
P e m e r i n t a h  K o t a 
Gorontalo melalui wali 
kota yang telah menyurat 
langsung kepada Presiden 
terkait persoalan MBG 
merupakan respons yang 
tepat. Ke depan, Dewan 
P e r w a k i l a n  R a k y a t 
Daerah Kota Gorontalo 
m e m a s t i k a n  a k a n 
melakukan pengecekan 
l a n j u t a n ,  t e r m a s u k 
memastikan ketersediaan 
dapur dan jumlah siswa 
yang terlayani,  agar 
program MBG benar-
benar berjalan sesuai 
standar dan memberikan 
manfaat optimal bagi 
masyarakat. (Adv)

Irwan Hunawa 

Alwi Lapananda

(F. DIYANTI/GORONTALO POST)

Rapat Pansus III bersama OPD Pemkot di Aula I Dekot, Selasa (3/3/2026). 

Dinas Pariwisata Diminta Tingkatkan PAD

GORONTALO  - GP -  Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota (Dekot) Gorontalo, 
mendukung  penuh terhadap 
b e rb aga i  ke g iat a n  ya ng 
dilaksanakan Palang Merah 
Indonesia (PMI), khususnya 
y a n g  b e rk a i t a n  d e n g a n 
pelayanan kesehatan dan 
pemenuhan kebutuhan stok 
darah bagi masyarakat.

Ketua Komisi  I  Dekot, 
Sahlan Tapulu menegaskan 
b a hw a  P M I  m e r u p a k a n 
organisasi  kemanusiaan 
yang perannya sangat dekat 
dengan kebutuhan dasar 
masyarakat. Menurutnya, 
keberadaan PMI menjadi 
salah satu garda terdepan 
dalam membantu pelayanan 
kesehatan, terutama dalam 
penyediaan darah yang kerap 
dibutuhkan dalam situasi 

darurat maupun pelayanan 
medis rutin.

“PMI adalah organisasi yang 
bergerak di bidang kesehatan 
dan sangat dekat dengan 
k e b u t u h a n  m a s y a ra k at , 
terutama dalam pemenuhan 
stok darah. Inilah salah satu 

alasan kenapa kami di Komisi 
I  DPRD Kota G orontalo 
m e n d u k u n g  k e g i a t a n 
tersebut,” ujar Sahlah.

Ia menjelaskan, kebutuhan 
darah di fasilitas kesehatan 
sering kali bersifat mendesak 
dan tidak dapat ditunda. 
Oleh karena itu, kegiatan 
PMI seperti donor darah 
perlu mendapatkan perhatian 
dan dukungan dari berbagai 
pihak, termasuk pemerintah 
daerah, lembaga pendidikan, 
organisasi kemasyarakatan, 
hingga masyarakat umum. 
Sahlah juga menilai bahwa 
dukungan Dekot tidak hanya 
bersifat moral, tetapi juga 
perlu diwujudkan melalui 
kolaborasi dan sinergi lintas 
sektor. Dengan kerja sama yang 
baik, kegiatan PMI diharapkan 
dapat berjalan berkelanjutan 

dan menjangkau lebih banyak 
masyarakat.

“Partisipasi masyarakat 
dalam kegiatan kemanusiaan 
seperti donor darah harus 
terus didorong. Ini bukan 
hanya soal kesehatan, tetapi 
juga soal kepedulian sosial 
dan solidaritas kemanusiaan,” 
tambahnya.

Untuk itu, Sahlan  berharap 
PMI terus meningkatkan 
perannya dalam pelayanan 
k e s e h a t a n ,  s e k a l i g u s 
m e m p e r l u a s  e d u k a s i 
kepada masyarakat tentang 
pentingnya donor darah secara 
rutin. Dengan dukungan 
semua pihak, ketersediaan 
stok darah di Kota Gorontalo 
diharapkan tetap aman dan 
mampu menjawab kebutuhan 
m a s y a r a k a t  k a p a n  p u n 
diperlukan. (Adv)

Sahlan Dukung Upaya PMI Jaga Stok Darah

Sahlan Tapulu

Potensi Wisata 
Dinilai Mampu Jadi 
Motor Ekonomi 
Daerah

G O R O N T A L O  - G P -
Dinas Pariwisata Didorong 
untuk lebih meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
melalui pengembangan sektor 
pariwisata yang lebih terarah 
dan kolaboratif. Pasalnya, 
sektor pariwisata memiliki 

potensi besar sebagai mesin 
penggerak ekonomi daerah, 
jika dikelola secara profesional 
dan melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan.

“Pariwisata ini memiliki 
potensi yang baik untuk 
meningkatkan PAD kita, 
apabila dikelola dengan baik 
oleh stakeholder, termasuk 
p e m e r i nt a h.  Ha r u s  a d a 
kolaborasi dengan pihak 
swasta yang bisa masuk dan 
mengelola potensi wisata 
yang ada, tentunya tetap 

mengikuti aturan daerah yang 
berlaku,” jelas Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota (Dekot) Gorontalo, Yolan 
Polontalo .

Srikandi Komisi II Dekot 
itu juga menegaskan, Kota 
Gorontalo memiliki ragam 
destinasi wisata, baik alam, 
budaya, maupun religi, yang 
layak dipromosikan lebih luas 
ke tingkat nasional bahkan 
internasional.

“Pariwisata adalah salah 
satu penggerak ekonomi 

paling efektif. 
S e l a i n  m e n c i p t a k a n 

lapangan kerja, juga mampu 
menghidupkan sektor-sektor 
pendukung lainnya seperti 
UMKM dan transportasi 
lokal,” tegasnya.

Tak hanya itu, Legislator 
Partai Demokrasi Indonesia 
( P D I )  P e r j u a n g a n  i t u , 
mendorong agar Pemkot 
lebih terbuka pada investasi 
swasta dalam pengelolaan 
objek wisata. Menurutnya, 
sinergi ini penting untuk 

menjamin keberlanjutan dan 
profesionalitas pengelolaan 
d e s t i n a s i ,  s e k a l i g u s 
m e m a s t i k a n  m a n f a a t 
ekonominya bisa dirasakan 
langsung oleh masyarakat.

“Saya berharap upaya 
i n i  t i d a k  h a n y a  a k a n 
meningkatkan PAD, tetapi 
juga menjadikan pariwisata 
sebagai identitas baru Kota 
Gorontalo yang lebih progresif 
dan terbuka bagi wisatawan 
dari berbagai daerah,” pungkas 
Yolan. (Adv)

GORONTALO-GP-  Upaya 
menekan peredaran narkoba di 
Kota Gorontalo terus diperkuat 
melalui  kolaborasi  l intas 
lembaga. Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota (Dekot) 
G o r o n t a l o  m e n e g a s k a n 
komitmennya untuk bersinergi 
d e n g a n  b e r b a g a i  p i h a k , 
termasuk Badan Narkotika 
N a s i o n a l  ( B N N ) ,  d a l a m 
menciptakan lingkungan yang 
bersih dari narkoba.

M e n u r u t  K e t u a  D e k o t 
Gorontalo, Irwan Hunawa,, 
persoalan narkoba merupakan 
isu besar yang tidak bisa 
ditangani oleh satu lembaga 
saja. Dibutuhkan kerja sama 
dan kolaborasi semua pihak 
agar upaya pencegahan dapat 
berjalan efektif.

“Penanganan narkoba ini 
tidak mungkin hanya dilakukan 
oleh satu lembaga. Harus ada 
kolaborasi dan sinergi untuk 
menciptakan Kota Gorontalo 
yang bebas narkoba,” ujarnya.

Lanjut Irwan menjelaskan, 
salah satu langkah yang terus 
didorong adalah mempersempit 
ruang gerak peredaran narkoba 
melalui kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat. Pemerintah 
kota, kata dia, selama ini telah 
memfasilitasi edukasi tersebut 
dalam berbagai pertemuan 
bersama warga.

“Setiap ada pertemuan antara 
pemerintah dan masyarakat, 
selalu disisipkan sosialisasi 
terkait bahaya narkoba. Ini 
penting untuk meningkatkan 
k e s a d a r a n  m a s y a r a k a t ,” 
jelasnya.

Meski  demikian,  Ir wan 
m e n g a k u i  b a h w a  u p a y a 
pemberantasan narkoba bukan 
perkara mudah. Pasalnya, 
setiap langkah penekanan 
yang dilakukan pemerintah 
seringkali  diikuti  dengan 
berbagai cara baru dari pelaku 

untuk memperluas jaringan 
peredaran.

“Ini yang membuat kita harus 
terus bergerak bersama. Karena 
ketika ada upaya pengurangan, 
mereka juga mencari cara 
untuk menyebarluaskan,” 
tambahnya.

Sebagai bentuk penguatan 
kolaborasi, Dekot Gorontalo 
berencana melibatkan BNN 
secara langsung dalam kegiatan 
reses. Dalam kegiatan tersebut, 
BNN akan diberikan ruang 
untuk menyampaikan edukasi 
kepada masyarakat terkait 
bahaya narkoba.

“Kami akan mengundang 
BNN dalam setiap kegiatan 
reses, agar mereka bisa langsung 
memberikan pemahaman 
kepada masyarakat. Karena 
mereka memiliki kewenangan 
dan penanganan khusus di 
bidang ini,” tegas Irwan.

I a  b e r h a r a p ,  d e n g a n 
sinergi yang terus dibangun, 
u p a y a  p e n c e g a h a n  d a n 
pemberantasan narkoba di 
Kota Gorontalo dapat berjalan 
lebih optimal.

“Ini menjadi tanggung jawab 
bersama. Kita semua punya 
peran dalam mewujudkan Kota 
Gorontalo yang bebas dari 
narkoba,” pungkasnya. (Adv)

Irwan Perkuat Kolaborasi 
Cegah Peredaran Narkoba

(F. ISTIMEWA)

Suasana rapat kerja Dekot bersama Pemkot di Aula I. 

Yolan Polontalo

Irwan Hunawa
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GORONTALO-GP- Pencegahan kekerasan 
terhadap anak di lingkungan madrasah 

d i p e r k u a t 
K e m e n t e r i a n 
Agama (Kemenag) 
b e r s a m a  P o l d a 
Gorontalo. Upaya 
tersebut diarahkan 
pada peningkatan 
p e m a h a m a n 
peserta didik agar 
mampu mengenali, 
menghindari, dan 
mencegah berbagai 
bentuk kekerasan.

P e n g u a t a n 
dilakukan melalui 

sosialisasi di MAN 2 Kabupaten Gorontalo. 
Kegiatan ini merupakan bagian dari 
program yang menyasar satuan pendidikan 
madrasah di kabupaten dan kota se-Provinsi 
Gorontalo.

Munif mengatakan, persoalan kekerasan 
terhadap anak tidak cukup ditangani hanya 
ketika kasus terjadi. Pencegahan perlu 
dibangun melalui kesadaran bersama di 
lingkungan pendidikan.

Menurutnya, menciptakan madrasah 
yang aman dan ramah anak membutuhkan 
keterlibatan peserta didik, guru, orang 
tua, masyarakat hingga aparat penegak 
hukum.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap 
peserta didik dapat memahami pentingnya 

menjaga diri, menghormati sesama, serta 
menghindari berbagai tindakan yang dapat 
mengarah pada kekerasan, baik secara �sik, 
verbal maupun bentuk kekerasan lainnya,” 
ujarnya.

Ia mendorong pengetahuan yang 
diperoleh peserta didik dapat diterapkan 
dalam keseharian. Tidak hanya di madrasah, 
tetapi juga ketika berada di lingkungan 
keluarga dan masyarakat.

Munif menilai budaya saling menghormati 
dan peduli terhadap lingkungan sekitar 
perlu menjadi kebiasaan. Dengan begitu, 
potensi kekerasan dapat dicegah sejak 
dini dan suasana belajar tetap mendukung 
tumbuh kembang peserta didik.

“Harapan kita, sosialisasi ini tidak 

berhenti pada pemahaman semata, tetapi 
dapat mendorong terbentuknya kesadaran 
bersama untuk mencegah kekerasan dan 
menciptakan lingkungan madrasah yang 
aman, ramah anak, serta kondusif bagi 
proses pendidikan,” tambahnya.

Dalam sosialisasi tersebut, materi 
disampaikan Kasubbag Renmin Binmas 
Polda Gorontalo Kompol Karsum Ahmad 
dan Kepala KUA Kecamatan Batudaa 
Fathan Zain.

Kemenag dan Polda Gorontalo berharap 
penguatan edukasi ini dapat membentuk 
kesadaran pes er ta  didik  s ekal igus 
memperkuat peran seluruh pihak dalam 
mencegah kekerasan terhadap anak di 
lingkungan madrasah. (Tr-76)

Kekerasan Anak Jadi Perhatian

DATANGI KPI

Banggar Bahas 
Anggaran KPID 

PU N C A K  B O T U  - G P -  Ba d a n 
Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi 
Gorontalo melaksanakan kunjungan 
kerja ke Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) dalam rangka membahas 
pengalokasian anggaran bagi Komisi 
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin 
Ketua Banggar, TM, dan diterima 
langsung oleh Ketua KPI, Muhammad 
Nasrul Hasan, didampingi Wakil 
Ketua KPI Evri Rizqi Monarshi, para 
komisioner KPI, serta Sekretaris KPI.

Pertemuan tersebut secara khusus 
membahas kebutuhan anggaran 
KPID sebagai lembaga independen di 
tingkat provinsi yang memiliki tugas 
dan kewenangan dalam mengawasi 
penyelenggaraan penyiaran.

P e m b a h a s a n  m e n g a c u  p a d a 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran, khususnya 
ketentuan mengenai kedudukan, 
tugas, dan kewenangan KPI serta 
KPI Daerah. KPID membutuhkan 
dukungan anggaran operasional yang 
memadai agar dapat menjalankan 
fungsi pengawasan penyiaran secara 
optimal.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas 
pentingnya memastikan alokasi 
anggaran KPID sesuai kebutuhan riil 
dan amanat peraturan perundang-
undangan. Selain itu, pagu anggaran 

juga perlu diselaraskan dengan 
rencana kerja serta beban tugas KPID 
di daerah.

Pihak KPI/KPID menyampaikan 
bahwa di sejumlah daerah, alokasi 
anggaran untuk KPID masih relatif 
minim, bahkan belum sepenuhnya 
ma m p u  m e m e nu h i  ke bu t u ha n 
operasional dasar. Kondisi tersebut 
berdampak terhadap pelaksanaan 
kegiatan pengawasan siaran, edukasi 
dan l i terasi  penyiaran,  hingga 
penguatan kelembagaan.

Kebutuhan pendanaan KPID antara 
lain mencakup honorarium komisioner 
dan staf, operasional kantor, kegiatan 
pengawasan siaran, literasi informasi 
kepada masyarakat, serta peningkatan 
kapasitas kelembagaan.

Menanggapi hal tersebut, Badan 
Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo 
mengakui pentingnya keberadaan 
K P I D  d a l a m  m e n jaga  ku a l i t a s 
penyiaran di daerah, termasuk dalam 
membantu masyarakat menghadapi 
penyebaran informasi yang tidak benar 
atau hoaks.

Banggar juga menegaskan bahwa 
usulan penyesuaian anggaran KPID 
akan menjadi bagian dari pembahasan 
APBD maupun APBD Perubahan, 
dengan tetap mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah. Untuk 
itu, KPID diharapkan menyampaikan 

rincian kebutuhan anggaran secara 
jelas, terukur, dan realistis agar dapat 
menjadi bahan pertimbangan dalam 
proses pembahasan anggaran.

D a l a m  p e r t e m u a n  t e r s e b u t , 
turut ditekankan pentingnya pola 
pendanaan yang berkelanjutan bagi 
KPID. Dukungan anggaran diharapkan 
dapat diberikan melalui program 
dan kegiatan maupun hibah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-
undangan serta kemampuan keuangan 
daerah.

S eb aga i  t i n d a k  l a n ju t ,  K P I D 
diharapkan menyajikan laporan 
kegiatan dan laporan keuangan secara 
transparan dan terukur, sehingga 
kinerja kelembagaan dapat dievaluasi 
secara objektif. Sementara itu, Badan 
Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo 
akan berupaya mendukung kebutuhan 
KPID melalui penganggaran program 
kegiatan maupun skema hibah sesuai 
ketentuan dan ketersediaan anggaran 
dalam APBD.

Kunjungan kerja ini diharapkan 
dapat memperkuat sinergi antara 
DPRD Provinsi Gorontalo dan KPI/
KPID, khususnya dalam memastikan 
lembaga penyiaran daerah memiliki 
dukungan anggaran yang memadai 
untuk menjalankan fungsi pengawasan 
secara independen, profesional, dan 
berkelanjutan. (rmb)

Kemenag-Polda Gorontalo Perkuat Edukasi Pencegahan

Foto bersama Badan Anggaran (Banggar) saat berkunjung ke KPI.

PUNCAK BOTU -GP-  Komisi 
I Deprov Gorontalo melakukan 
k u n j u n g a n  k e r j a  k e  B M KG 
Gorontalo, Rabu (26/8/2026), 
untuk memperoleh informasi 
terkini terkait kondisi iklim, cuaca, 
kekeringan, potensi kebakaran 
hutan dan lahan, serta ancaman 
gempa bumi dan tsunami di wilayah 
Gorontalo.

Kunjungan tersebut dipimpin 
langsung oleh Ketua Komisi I DPRD 
Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, 
bersama jajaran anggota Komisi I.

Dalam pertemuan tersebut, pihak 
BMKG memaparkan kondisi iklim 
dan cuaca Gorontalo, termasuk 
perkembangan musim kemarau, 
prediksi  awal  musim hujan, 
potensi kekeringan meteorologis, 
ancaman karhutla, kondisi cuaca 
laut, hingga dinamika kegempaan 
dan potensi  tsunami.  BMKG 
menjelaskan bahwa Gorontalo 
saat ini masih berada dalam 
periode musim kemarau. Puncak 
musim kemarau diperkirakan 
berlangsung pada Agustus hingga 
September, sementara fenomena 
El Nino diprediksi masih aktif 
hingga awal 2027. Kondisi tersebut 
berpotensi menyebabkan musim 
kemarau berlangsung lebih panjang 
dibandingkan kondisi normal. 
Hampir seluruh kabupaten dan 
kota di Provinsi Gorontalo juga 
saat ini berada dalam status siaga 
kekeringan meteorologis.

BMKG memprakirakan musim 
hujan mulai memasuki wilayah 
G o r o n t a l o  s e c a r a  b e r t a h a p 
pada pertengahan November 
2 0 2 6 .  S e m e nt a ra  r i l i s  re s m i 
mengenai awal musim hujan 
akan disampaikan BMKG pada 
September mendatang.

Pada Agustus hingga September, 
peluang hujan masih sangat minim. 
Memasuki Oktober, potensi hujan 
mulai  muncul,  khususnya di 
sejumlah wilayah seperti Bone 
Bolango bagian utara dan Pohuwato 
bagian utara.

Memasuki November, peluang 
hujan diperkirakan mulai meningkat 
dan lebih merata di hampir seluruh 
wilayah Gorontalo. Adapun puncak 
musim hujan diproyeksikan terjadi 
pada Desember hingga Januari.

BMKG juga mengingatkan potensi 
bencana hidrometeorologi yang 
perlu diantisipasi ketika musim 
hujan tiba, terutama banjir dan 
tanah longsor di wilayah rawan 
serta kawasan bantaran sungai.

Ketua Komisi I  Fadli  Poha, 
menyampaikan apresiasi kepada 
BMKG atas penerimaan kunjungan 
kerja tersebut.

Menurut Fadli, kunjungan ini 
penting untuk memahami lebih 
mendalam tugas dan fungsi BMKG, 
khususnya dalam tiga bidang 
utama, yakni iklim, cuaca, dan 
geofisika atau kegempaan. Fadli 
menyoroti potensi kemarau panjang 
yang dapat memberikan dampak 
langsung terhadap masyarakat, 
terutama meningkatnya risiko 
kekeringan dan kebakaran lahan.

“Yang menjadi perhatian kita 
adalah bagaimana mengantisipasi 
dampak musim kemarau yang 
panjang. Banyak lahan dalam kondisi 
kering, termasuk perkebunan jagung 
yang mengalami gagal panen, 
sehingga sangat mudah menjadi 
pemicu kebakaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa 
kebakaran lahan tidak hanya dapat 
disebabkan faktor alam, tetapi juga 
aktivitas manusia. Dalam kondisi 
tertentu, arah angin bahkan dapat 
dimanfaatkan oleh oknum ketika 
melakukan pembakaran lahan dan 
berpotensi menimbulkan konflik 
antar pemilik lahan. Karena itu, 
Fadli Poha menilai perlu dilakukan 
sosialisasi secara masif mengenai 
bahaya dan konsekuensi hukum 
pembakaran lahan secara sengaja.

“Ini juga perlu disosialisasikan 
kepada masyarakat karena ada 
ancaman pidana bagi mereka yang 
sengaja melakukan pembakaran 
lahan,” tegasnya. (rmb)

Komisi I Seriusi 
Kekeringan

KUNJUNGI BMKG

KUNJUNGAN Komisi I Deprov Gorontalo ke BMKG.
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SPORTIVO

Vietnam Juara Piala AFF 2026
T A H A N  T H A I L A N D  2 - 2

V I E T N A M  b e r h a s i l 
mempertahankan gelar Piala AFF 
2026 setelah bermain imbang 
2-2 melawan � ailand pada leg 
kedua � nal di My Dinh National 
Stadium, Hanoi, Rabu (26/8/) 
malam WIB. Hasil  tersebut 
membuat Vietnam menang 
agregat 4-2 setelah sebelumnya 
unggul 2-0 pada leg pertama 
di Bangkok.Thailand langsung 
tampil agresif untuk mengejar 
ketertinggalan dan membuka 
skor pada menit ke-12 melalui 
Yotsakorn Burapha. Sepakan kaki 
kanannya dari sisi kanan kotak 
penalti mengarah ke sudut atas 
gawang Le Giang Patrik. Gol tersebut 
membuat Thailand memperkecil 
agregat menjadi 1-2 dan menjaga 
peluang comeback.Vietnam baru 
mampu menyamakan kedudukan 
pada menit ke-52 melalui Do Hoang 
Hen. Menerima umpan Tuan Tai 
Phan, Hoang Hen melepaskan 
tembakan kaki kiri yang membentur 

tiang sebelum bola masuk melalui 
sela kaki kiper Chatchai Bootprom. 
� ailand kemudian kembali unggul 
pada menit ke-85 lewat Wanchai 
Jarunongkran, tetapi keunggulan itu 
hanya bertahan sembilan menit.

Pada penghujung laga, Wanchai 
justru mencetak gol bunuh diri 
yang mengubah skor menjadi 2-2. 
Hasil tersebut membuat � ailand 
tetap tertinggal 2-4 secara agregat 
dan harus mengubur harapan 
membalikkan hasil leg pertama. 
Vietnam pun memastikan gelar 
tanpa perlu melewati  babak 
tambahan.Gelar Piala AFF 2026 
menjadi trofi keempat Vietnam 
setelah sebelumnya juara pada 
2008, 2018, dan 2024. � e Golden 
S t a r  Wa r r i o r s  j u g a  b e r h a s i l 
mempertahankan gelar secara 
beruntun di bawah asuhan Kim 
Sang-sik. Sementara itu, � ailand 
tetap menjadi negara dengan 
koleksi gelar Piala AFF terbanyak, 
yakni tujuh tro� .(net)

PENGUMUMAN
Nomor 063/KUL/VIII/2026

TENTANG
PENYUSUNAN AMDAL

PT. Karsa Utama Lestari merencanakan melakukan 
kegiatan Pembangunan Kawasan Bisnis Karsa Utama 
di dalamnya terdiri Bangunan Hotel, Ballroom dan Ban-
gunan Mal. Kegiatan ini berlokasi di Jalan Arif Rahman 
Hakim, Kelurahan Paguyaman dan Kelurahan Puluba-
la, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi 
Gorontalo.

Dampak lingkungan hidup yang diperkirakan akan mun-
cul akibat kegiatan diantaranya : gangguan lalulintas, 
penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air, men-
ingkatnya limbah padat (sampah) dan peningkatan bis-
ing, dampak terhadap komponen sosial, ekonomi dan 
kesmas serta beberapa dampak lainnya.

Meminimalkan dampak yang ditimbulkan, pemrakarsa 
akan melakukan pengelolaan seperti penyiapan lahan 
parkir, pembuatan IPAL, Menyiapkan TPS (sampah), 
pembuatan taman, menggunakan tenaga kerja lokal 
pada saat konstruksi dan operasional, kerjasama den-
gan pemerintah kota untuk pengangkutan sampah 
yang dihasilkan, melakukan pembersihan dan penyira-
man jalan, pelibatan masyarakat lokal serta beberapa 
pendekatan teknologi, social, ekonomi, budaya dan in-
stitusional yang akan dilakukan.

Pengumuman ini diterbitkan guna mendapatkan saran, 
pendapat dan tanggapan dari masyarakat. Penyampa-
ian saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis/ter-
ekam dilengkapi identitas disampaikan kepada :
1.

2.

Batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tang-
gapan selama 15 hari, terhitung mulai tanggal pengu-
muman.

PT. Karsa Utama Lestari
Alamat : Jl. S Parman No. 77 Kelurahan Biawao, Ke-
camatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Tlp. (0435) 
831427.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo Ala-
mat Jalan Rajawali, Kelurahan Heledulaa Selatan, 
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Tlp. (0435) 
823023

Gorontalo, 24 Agustus 2026
PT. Karsa Utama Lestari,

Ttd,

Jaenal Mappe
Direktur Utama

JONATAN CHRISTIE menduduki 
posisi pertama pada ranking tunggal 
putra Federasi Bulutangkis Dunia 
(BWF). Setelah 26 tahun akhirnya ada 
lagi tunggal putra Indonesia di ranking 
1 dunia.

Jonatan Christie berada di posisi 
pertama ranking tunggal putra dunia 
dalam daftar peringkat yang baru 
diperbarui BWF, Selasa (25/8). Ia di 
urutan teratas dengan raihan 87,631 
poin.

Jonatan jadi tunggal putra Indonesia 
pertama yang berada di urutan teratas 
ranking BWF dalam 26 tahun terakhir. 
Tunggal putra Indonesia sebelum 
Jonatan yang pernah menempati 
ranking 1 BWF adalah Tau� k Hidayat 
p a d a  t a h u n  2 0 0 0 . Jo n a t a n  n a i k 
dua peringkat dari daftar ranking 
sebelumnya. Tunggal putra 28 tahun ini 
mendapatkan peringkat,meski hanya 

mampu melangkah hingga 16 besar pada 
Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026.Hal 

ini tak lepas dari torehan para pesaing 
Jonatan yang juga tak optimal di ajang 
tersebut. Jonatan unggul 629 poin dari 
Christo Popov . Pebulutangkis Prancis 
tersebut kini meraih 87.002 poin.Posisi 
ketiga ditempati oleh tunggal � ailand, 
Kunlavit Vitidsarn dengan raihan 
86,915 poin. Lima besar dilengkapi 
oleh Chou Tien Chen (Taiwan) dan 
Anders Antonsen (Denmark) di urutan 
keempat dan kelima.Shi Yu Qi yang 
sebelumnya menduduki peringkat 
satu dunia merosot tajam ke urutan 
keenam. Ia turut lima peringkat akibat 
langsung tersingkir di babak pertama 
Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026.Dua 
� nalis Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026 
Alex Lainer dan Kodai Naraoka di urutan 
ke-7 dan ke-8. Lainer yang jadi juara di 
ajang tersebut naik tiga peringkat. Begitu 
pula, Naraoka yang kalah dari Lainer di 
laga puncak.(net)

Jonatan Christie Jadi Tunggal 
Putra Ranking 1 Dunia!

FIFA SECARA resmi mengumumkan 
Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala 
Dunia 2034 dalam kongres virtual 
yang digelar pada hari Rabu. Dalam 
p e r t e mu a n  t e r s eb u t,  F I FA  ju ga 
mengkonfirmasi Maroko, Spanyol, 
dan Portugal sebagai tuan rumah 
Piala Dunia 2030, sementara Uruguay, 
Argentina, dan Paraguay akan menggelar 
pertandingan perayaan.

Arab Saudi mengajukan niat untuk 

menjadi tuan rumah pada 4 Oktober 2023 
dan mengirimkan surat resmi ke FIFA 
pada 9 Oktober 2023. Negara ini menjadi 
satu-satunya kandidat setelah Australia 
mengundurkan diri. Arab Saudi akan 
menjadi negara Timur Tengah kedua 
yang menggelar turnamen ini, setelah 
Qatar yang sukses menyelenggarakan 
Piala Dunia 2022.

K e m e n a n g a n  i n i  s e m a k i n 
memperkuat kehadiran Arab Saudi di 

kancah olahraga global, seiring dengan 
pesatnya perkembangan sektor ini di 
Kerajaan. Laporan Evaluasi Penawaran 
FIFA terbaru memberikan nilai 419,8 
dari 500 untuk tawaran Arab Saudi, yang 
merupakan “skor teknis tertinggi yang 
pernah diberikan FIFA untuk tawaran 
tuan rumah Piala Dunia,” menurut Saudi 
Press Agency (SPA).

Kampanye penawaran Arab Saudi 
dengan slogan “Growing Together” 
mengungkapkan rencana untuk 
menggelar Piala Dunia FIFA 48 tim 
pertama yang diselenggarakan di satu 
negara. Pertandingan akan digelar di 
15 stadion yang tersebar di lima kota: 
Riyadh, Jeddah, Khobar, Abha, dan 
NEOM, ditambah 10 lokasi lainnya di 
seluruh Kerajaan.Ada delapan stadion 
yang diusulkan di Riyadh, empat di 
Jeddah, dan masing-masing satu di 
Abha, NEOM, dan al-Khobar. Riyadh 
akan menggelar pertandingan pembuka 
dan � nal di Stadion King Salman yang 
akan menampung lebih dari 92.000 
penonton setelah selesai dibangun.
Stadion King Fahd Sports City di Riyadh 
juga termasuk dalam stadion yang 
diusulkan. Stadion ini terkenal dengan 
atap kain khasnya yang terinspirasi dari 
tenda tradisional dan memiliki kapasitas 
sekitar 70.000 kursi.Arab Saudi juga 
terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia 
2027 dan Asian Winter Games 2029 di 
resor pegunungan di Neom.(net)

Resmi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

Arab Saudi, Siapkan 15 
Stadion Mewah di 5 Kota

Stadion Neom Stadion di puncak tebing hingga di menara

VIETNAM resmi menjadi juara Piala AFF 2026 dan sukses mempertahankan gelar (back-to-back) setelah menahan imbang Thailand 2-2 
pada leg kedua fi nal di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, . Pasukan The Golden Star Warriors unggul agregat total 4-2 atas Thailand.
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  //// JDL

foto: Tumbilotohe
capt : FESTIVAL TUMBILOTOHE Merupakan 

salah satu iven budaya di Gorontalo yang menyedot 
kunjungan wisata.  (foto: dok/gorontalopost) 

Dansat : 
Jika Terbukti Sanksi 

Tegas Menanti
  
GORONTALO - GP- Isu yang beredar 

terkait dugaan keterlibatan anggota 
Satuan Brimob Polda Gorontalo 
dalam aktivitas pertambangan di 
wilayah Kabupaten Pohuwato saat 
ini tengah diselidiki oleh Provost 
Brimob. Tidak hanya itu, penyelidikan 
juga dilakukan perihal dugaan 
pengancaman menggunakan senjata 
api yang disebut-sebut melibatkan 
aparat penegak hukum.  

Penegasan tersebut disampaikan 
Komandan Satuan (Dansat) Brimob 
Polda Gorontalo Kombes Pol Danu 
Waspodo, S.I.K kepada wartawan 

belum lama ini.  “Kami tentu akan 
menindaklanjuti informasi tersebut 
secara serius, profesional, dan sesuai 
prosedur,”tegas Kombes Pol Danu. 
Lebih lanjut orang nomor satu 
di satuan polisi elit Gorontalo itu 
mengapresiasi dan terima kasih kepada 
masyarakat maupun pihak-pihak 
yang telah memberikan informasi 
terkait dugaan tersebut. Menurutnya, 
setiap informasi yang menyangkut 
dugaan pelanggaran oleh personel 
Polri harus menjadi perhatian dan 
ditindaklanjuti melalui mekanisme 
pemeriksaan yang berlaku. Sebagai 
langkah untuk memastikan kebenaran 
informasi tersebut, Dansat Brimob 
Polda Gorontalo  memerintahkan 
Kasi Provos Satuan Brimob Polda 
Gorontalo melakukan penyelidikan 
dan pendalaman terhadap informasi 

yang beredar, termasuk memastikan 
identitas serta keterlibatan personel, 
apabila memang terdapat anggota 
Satuan Brimob Polda Gorontalo 
yang diduga terlibat. Kombes Pol 
Danu Waspodo menegaskan bahwa 
pihaknya tidak akan memberikan 
toleransi terhadap personel yang 
terbukti melakukan pelanggaran, 
terlebih apabila tindakan tersebut 
mencederai nama baik institusi Polri 
dan Satuan Brimob. â€œApabila 
dari hasil penyelidikan nantinya 
ditemukan bukti yang cukup dan 
terbukti adanya pelanggaran yang 
dilakukan oleh anggota, tentunya akan 
kami tindak tegas sesuai ketentuan 
dan aturan yang berlaku. Tidak ada 
toleransi terhadap personel yang 
melakukan pelanggaran,â€ pungkas 
Dansat. (roy)

GORONTALO - GP- Pemerintah 
Kota (Pemkot) Gorontalo melalui 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
terus meningkatkan layanan 
p e n g a n g ku t a n  s a m p a h  d i 
wilayah Kota Gorontalo. Untuk 
itu, masyarakat yang sudah 
memenuhi kewajibannya telah 
membayar retribusi sampah 
diminta untuk melaporkan ketika 
ada sampah yang belum diangkut 
oleh petugas hingga berhari-
hari. 

Penegasan ini disampaikan 
Kepala DLH Kota Gorontalo  
DR.  Lukman Kasim,  SPD., 
M.PD kepada Gorontalo Post 
baru-baru ini. “Tolong kasih 
info sama saya kalau mereka 
tidak angkut sampah,”tegas 
Lukman. Saat ini, pihaknya 
telah mengadakan sebanyak 
50 unit Gerobak Motor (Getor) 
yakni kendaraan roda tiga yang 
beroperasi di setiap kelurahan 
untuk mengangkut sampah.  
Penanggungjawab dari Getor 
tersebut yakni masing-masing 
Lurah. Untuk memaksimalkan 
layanan penagangkutan sampah, 
pihaknya telah menugaskan 
pengawas lapangan untuk 
memonitor sejumlah lokasi yang 
kerap mendapatkan laporan 
dari warga. “Bagi masyarakat 
yang ingin sampahnya diangkut 
silahkan melapor ke kelurahan 
masing-masing.  Tidak ada 
syarat, mereka hanya dikenakan 
retribusi yang pembayaranya 
dilakukan secara non tunai atau 
QRIS (Quick Response Code 
Indonesian Standard) atau 
transfer langsung ke rekening 
r e s m i  D i n a s  L i n g k u n g a n 

Hidup,”jelas Lukman. Langkah 
ini diakui Lukman bertujuan 
untuk memudahkan masyarakat 
dalam melakukan pembayaran 
retribusi sampah. “Dengan 
adanya pembayaran non-tunai, 
kami berharap masyarakat 
bisa lebih praktis dan aman 
dalam melakukan transaksi. 
Sistem ini juga mendukung 
u p a y a  P e m e r i n t a h  K o t a 
Gorontalo dalam mewujudkan 
transparansi dan efisiensi,” 
u n g k a p  L u k m a n  s e m b a r i 
berharap dengan adannya 
pembayaran menggunakan 
QRIS dapat  meningkatkan 
kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya pembayaran retribusi 
sampah tepat waktu, sekaligus 
mempermudah pengelolaan 
sampah di kota tersebut. (roy)

Sampah Tak Diangkut 
Laporkan ke DLH

Brimob Usut Anggota Diduga Terlibat PETI 

Dansat Brimob Polda Gorontalo Kombes Pol Danu Waspodo, S.I.K memberikan 
penjelasan kepada wartawan perihal tindakan penyelidikan terhadap oknum 
anggotanya yang diduga terlibat PETI di Kabupaten Pohuwato. 

Barcode pembayaran retribusi sampah 
Kota Gorontalo melalui QRIS.  

Dua 
Rumah 

di Biawu 
Ludes 

Terbakar 
GORONTALO - GP - Kepanikan terjadi 

di kawasan Pasar Biawu, Kelurahan 
Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota 
Gorontalo, Rabu (26/8) siang. Kobaran 
api menghanguskan dua unit rumah 
warga yang berada di kawasan tersebut.
Peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar 
pukul 14.00 Wita. Api yang muncul 
dari salah satu rumah dengan cepat 
membesar dan merembet ke bangunan 
di sekitarnya.Pantauan Gorontalo 
Post, sejumlah pedagang berupaya 
menyelamatkan barang dagangan 
m e re k a  d a r i  a n ca ma n  ko b a ra n 
api. Warga yang rumahnya berada 
di sekitar lokasi juga terlihat sibuk 
mengamankan barang-barang berharga 
untuk mengantisipasi api meluas. Salah 
seorang warga, Febrianto, mengatakan 
dirinya mengetahui kejadian tersebut 
setelah mendengar teriakan warga 
yang meminta pertolongan. Saat itu, 
ia sedang berada tidak jauh dari lokasi 
kebakaran. Menurut Febrianto, teriakan 
mengenai kebakaran terdengar secara 
tiba-tiba. Mendengar hal tersebut, ia 
kemudian bergegas menuju lokasi 
untuk melihat kondisi yang terjadi.

Biasa ada duduk, baru ada yang 
berteriak kebakaran-kebakaran,â€  
ujar Febrianto. Sesampainya di lokasi, 

Febrianto melihat api telah membakar 
salah satu rumah warga. Dalam waktu 
singkat, kobaran api semakin membesar 
dan menjalar ke bangunan lain yang 
berada di dekatnya. Ia menyebut, 
api diduga pertama kali muncul dari 
bagian dapur salah satu rumah sebelum 
kemudian merembet ke rumah lainnya. 
Kondisi angin yang cukup kencang saat 
kejadian juga diduga membuat kobaran 
api lebih cepat menyebar. â€œJadi 
api ini dari rumahnya Om Uten, baru 
merembet ke rumah lain. Api ini dari 
dapur rumah,â€  ungkapnya. Warga 
bersama petugas kemudian berupaya 
melakukan penanganan agar api tidak 
semakin meluas ke bangunan lain di 

sekitar kompleks pasar.
Pe t u ga s  p e ma d a m  keb a k a ra n 

(Damkar) dikerahkan ke lokasi untuk 
memadamkan kobaran api. Aparat 
kepolisian turut berada di lokasi 
dan membantu proses penanganan 
serta pengamanan di sekitar area 
k e b a k a r a n .  S e t e l a h  b e r j i b a k u 
memadamkan api, petugas akhirnya 
berhasil mengendalikan kobaran api 
sekitar pukul 15.30 Wita. Kebakaran 
tersebut menghanguskan dua unit 
rumah warga.

Hingga berita ini ditulis, penyebab 
pasti kebakaran dan total kerugian 
akibat peristiwa tersebut masih belum 
diketahui.(tha)

Pasar Biawu, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Rabu 
(26/8). Foto: Natharahman/ Gorontalo Post. 

G ORONTALO - GP  -  Tak ada efek 
jera, pria inisial DA (36) residivis kasus 
pencabulan didor polisi. Ini setelah DA 
yang kesehariannya sebagai abang bentor 
itu kembali terlibat kasus pemerkosaan 
dan perampokan terhadap gadis di bawah 
umur.  Kepolisian bergerak cepat meringkus 
warga Kecamatan Kota Timur tersebut 
usai menerima laporan resmi dari korban. 
Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota, 
Kompol Akmal Novian Reza, mengon� rmasi 
bahwa penahanan terhadap tersangka telah 
dilakukan guna penyidikan lebih lanjut. 
“Saat ini tersangka telah kami amankan dan 
menjalani penahanan di Polresta Gorontalo 
Kota untuk proses hukum,” tegas Kompol 

Akmal saat konferensi pers, Rabu (26/8).
Peristiwa ini bermula pada Minggu (16/8) 

sekitar pukul 04.00 WITA. Saat itu, korban 
bersama kekasihnya mencegat bentor yang 
dikendarai DA di kawasan Tugu Patung 
Langga. Pelaku sepakat mengantar mereka 
menuju wilayah Kabupaten Bone Bolango 
dan Kabupaten Gorontalo dengan tarif Rp50 
ribu. Namun, di dalam bentor tersebut, pelaku 
ternyata juga sedang membawa kekasih 
pribadinya.Aksi penyimpangan rute mulai 
terjadi setelah pelaku menurunkan kekasih 
korban terlebih dahulu. Dalam perjalanan 
kembali menuju arah Kota Gorontalo, DA 
terlibat cekcok mulut dengan kekasihnya 
hingga sang pacar diturunkan secara paksa 

di tepi jalan. Kondisi ini menyisakan korban 
seorang diri di atas bentor bersama pelaku.

Memanfaatkan situasi, DA membawa 
korban berputar-putar hingga korban 
kehilangan arah di kegelapan dini hari. 
Kendaraan akhirnya berhenti di sebuah 
gedung terbengkalai tiga lantai di wilayah 
Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya.
Di lokasi tersebut, intimidasi � sik dimulai. 
Pelaku menyeret tangan korban untuk masuk 
ke dalam bangunan. Meski sempat mendapat 
perlawanan, pelaku langsung mencabut 
sebilah pisau dan mengancam korban. 
Dibawah ancaman senjata tajam, korban 
yang ketakutan terpaksa menuruti paksaan 
pelaku hingga dibawa naik ke lantai dua 
dan diperkosa. Usai melampiaskan nafsu 
bejatnya, pelaku kembali mengangkut korban 
menggunakan bentor menuju Kelurahan 
Wongkaditi Timur. Di lokasi kedua ini, 
pelaku menyuruh korban turun, lalu kembali 
mengacungkan pisau untuk merampas 
telepon genggam (HP) milik korban sebelum 
akhirnya melarikan diri meninggalkan korban 
seorang diri. Polisi kemudian melakukan 
penyelidikan hingga akhirnya mengamankan 
DA. Yang juga residivis kasus pencabualan 
dan pelaku berusaha kabur ,sehingga polisi 
melumpuhkannya dengan tembakan di kaki 
kiri.  Dan saat ini, tersangka telah ditahan di 
Polresta Gorontalo Kota untuk menjalani 
proses hukum lebih lanjut.Saat ini 
tersangka telah dilakukan penahanan,â€  
pungkas Kompol Akmal.(tha)

Rampok dan Perkosa Gadis, 
Abang Bentor Didor

Foto : Natharahman/ 
Gorontalo Post.

 PELAKU 
kekerasan 

seksual dan 
merampok 
hp korban 
di amanka 
di Polresta 
Gorontalo 

Kota.
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Bawang Merah,  sesuatu yang 
sederhana di meja makan, tetapi 
menyimpan pelajaran penting 

tentang kehidupan. Ia tampak utuh dari 
luar, namun di dalamnya terdapat lapisan-
lapisan yang tersusun rapi dan rapat. 
Untuk sampai pada bagian terdalam, kita 
harus mengupasnya perlahan. Setiap 
lapisan yang terlepas memperlihatkan 
lapisan berikutnya hingga bagian terdalam 
ditemukan. Begitulahmungkin Indonesia 
setelah 81 tahun merdeka. Di balik perayaan, 
pembangunan, kemajuan teknologi, 
pertumbuhan ekonomi, dan berbagai 
pencapaian nasional, terdapat lapisan-
lapisan kehidupan bangsa yang perlu 
terus dibaca, dievaluasi, dan diperbaiki. 
Ada lapisan politik, hukum, ekonomi, 
pendidikan, moral, sosial, digital, dan 
ekologis. Setiap lapisan memperlihatkan 
dimensi berbeda dari perjalanan Indonesia 
sebagai negara merdeka..

Agustus tahun 2026, menghadirkan 
dua momentum yang memperkaya 
re�eksi tersebut.  81 tahun Kemerdekaan 
Indonesiadan peringatan Maulid Nabi 
Muhammad Saw. Keduanya lahir dari 
konteks sejarah  yang berbeda, tetapi 
dapat disatukan dalam ruang nilai yang 
sama dalam membangun kehidupan 
ya ng  b e r ma r t abat,  b e rke a d i la n , 
berpengetahuan dan berkeadaban. 
Kemerdekaan memberikan ruang bagi 
bangsa Indonesia untuk menentukan arah 
kehidupannya sendiri. Sementara  Maulid 
Nabi menghadirkan kembali keteladanan 
Nabi Muhammad SAW dalam berbagai 
dimensi kehidupan yang lebih bermakna 
melalui kejujuran, keadilan, kasih sayang, 
ilmu pengetahuan, amanah dan tanggung 
jawab sosial. Untuk menemukan makna 
kemerdekaan yang lebih dalam, melalui 
kedua momentum bersejarah ini, mari 
kita mencoba mengupas lapisan-lapisan 
kemerdekaan dengan re�ektif, jujur dan 
ilmiah.

Lapisan politik : Kemerdekaan dan 
Amanah Kekuasaan

Lapisan pertama adalah kemerdekaan 
politik. Selama 81 tahun, Indonesia telah 
membangun institusi negara, menjalankan 
demokrasi, dan mempertahankan 
kedaulatannya. Semua itu merupakan 
capaian penting yang patut disyukuri. 
Namun, kualitas kemerdekaan politik 
tidak berhenti pada keberadaan institusi 
demokratis. Kemerdekaan politik juga 

ditentukan oleh kualitas tata kelola, 
akuntasibilitas, transparansi, dan 
kemampuan kekuasaan menghadirkan 
kepentingan publik.Kekuasaan adalah 
amanah. Begitulah teladanan terbaik 
dari Nabi Muhammad Saw. Kekuasaan 
akan memperoleh makna moral ketika 
digunakan untuk melindungi masyarakat, 
menegakkan keadilan, dan mencegah 
penyalahgunaan kewenangan. Karena 
itu, kemerdekaan politik sejatinya perlu 
terus diperdalam menjadi pemerintahan 
yang berintegritas dan berorientasi pada 
kemaslahatan masyarakat. 

Lapisan Hukum : Kemeredekaan dan 
Keadilan

Negara yang merdeka membutuhkan 
kepastian hukum, perlindungan, dan 
keadilan. Hukum tidak cukup hadir sebagai 
kumpulan peraturan. Ia harus terasa dalam 
kehidupan nyata.Kesetaraan di hadapan 
hukum, independensi lembaga penegak 
hukum, transparansi, dan pemberantasan 
korupsi menjadi bagian penting dalam 
membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap negara. Keteladanan Nabi 
Muhammad SAW memberikan dasar etika 
bahwa keadilan tidak boleh kehilangan 
objektivitas karena perbedaan status 
sosial, kekuasaan, ataupun kepentingan. 
Kemerdekaan hukum pada akhirnya bukan 
sekadar kebebasan membuat aturan, 
melainkan kemampuan negara memastikan 
bahwa hukum berjalan secara adil.

Lapisan ekonomi : Kemerdekaan dan 
Kesejahteraan

Kemerdekaan memiliki lapisan ekonomi 
yang menjadi cermin sejauh mana 
sebuah bangsa mampu menghadirkan 
kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam 
perspektif nilai-nilai kenabian, kesejahteraan 
bukan hanya berkaitan dengan kepemilikan 
materi, melainkan juga keadilan, tamggung 
jawab dan kemaslahatan bersama. 
Nabi Muhammad Saw mencontohkan 
kehidupan ekonomi yang berlandaskan 
kejujuan, kepedulian terhadap kelompok 
lemah, dan larangan terhadap praktik 
yang merugikan masyarakat. Karena itu 
pembangunan ekonomi Indonesia perlu 
terus diarahkan pada pertumbuhan yang 
produktif, inklusif dan berkelanjutan. 
Keamajuan ekonomi tidak cukup dinilai 
dari besarnya akumulasi kekayaan, tetapi 
dari sejauh mana manfaatnya dirasakan 
oleh masyarakat luas. Pada akhirnya lapisan 
ekonomi dalam kemerdekaan mengajarkan 

bahwa tujuan pembangunan bukan 
sekedar menciptakan negara yang kuat 
secara ekonomi, melainkan membangun 
kehidupan manusia yang lebih bermartabat, 
adil dan sejahtera.

Lapisan pendidikan : Kemerdekaan 
dan pengetahuan

Lapisan yang lebih dalam adalah 
pendididkan dan pengetahuan. Bangsa 
yang medeka membutuhkan manusia 
yang mampu berpikir kritis, membaca 
perubahan, mengembangkan ilmu, 
dan menggunakan pengetahuan untuk 
menyelesaikan persoalan masyarakat.
Tradisi Islam menempatkan aktivitas 
membaca dan mencari pengetahuan pada 
posisi yang fundamental. Pesan iqra’ pada  
wahyu pertama menjadi salah satu fondasi 
penting peradaban Islam.Dalam konteks 
Indonesia modern, semangat tersebut 
tetap relevan. Pendidikan bukan hanya 
sekadar jalan memperoleh pekerjaan, 
melainkan investasi peradaban. Bangsa 
yang merdeka harus memiliki kemampuan 
untuk memproduksi pengetahuan, bukan 
hanya menjadi konsumen pengetahuan

Lapisan moral : Kemerdekaan dan 
Keteladanan

Semakin dalam lapisan kemerdekaan 
dikupas, semakin terlihat pentingnya 
moral dan integritas.Sebuah negara dapat 
memiliki institusi modern, teknologi maju, 
dan ekonomi berkembang. Tetapiakan 
tetap menghadapi persoalan serius ketika 
kejujuran, amanah, tanggung jawab, 
dan keteladanan melemah. Di sinilah 
keteladanan Nabi Muhammad Saw 
menemukan relevansinya. Nabi dikenang 
sebagai teladan dalam membangun 
kehidupan sosial yang bertumpu pada 
kejujuran, amanah, keadilan, kasih 
sayang, dan penghormatan terhadap nilai 
martabat manusia.Nilai-nilai tersebut 
perlu diterjamahkan dalam kehidupan 
kontemporer. Integitas dalam pemerintahan, 
kejujuran dalam pendidikan, tanggung 
jawab dalam dunia usaha, etika dalam 
penggunaan teknologi, dan kepedulian 
dalam kehidupan sosial.

Lapisan sosial : Kemerdekaan dan 
Kehidupan Bersama

Kemerdekaan sosial merupakan 

bagian penting dari kehidupan bangsa. 
Indonesia dibangun dalam keberagaman. 
Perbedaan agama, budaya, suku, bahasa, 
dan pandangan sosial merupakan kenyatan 
yang melekat dalam kehidupan Indonesia. 
Kemajemukan akan menjadi kekuatan 
ketika dikelola melalui penghormatan, 
dialog, keadaban, dan kerja sama. 
Keteladanan Nabi Muhammad Saw 
dalam membangun masyarakat madinah 
menunjukkan pentingnya kesepakatan 
sosial, tanggung jawab bersama, dan 
penghormatan terhadap keberagaman. 
Indonesia membutuhkan kebudayaan 
publik yang mampu mengubah perbedaan 
dari potensi kon�ik menjadi modal sosial 
untuk membangun kehidupan bersama 
yang harmoni.

Lapisan digital : Kemerdekaan dan 
Literasi

Generasi Indonesia hari ini hidup 
dalam ruang yang berbeda dari generasi 
sebelumnya. Karena itu, muncul lapisan 
baru kemerdekaan yaitu ruang digital.
Kebebasan memperoleh dan menyebarkan 
informasi membawa manfaat besar bagi 
pendidikan, ekonomi, komunikasi, dan 
demokrasi. Namun, ruang yang sama juga 
menghadirkan disinformasi, manipulasi 
informasi, ujaran kebencian, dan 
penyalahgunaan teknologi.Kemerdekaan 
digital membutuhkan literasi, tanggung 
jawab, dan etika. Kebebasan berekspresi 
harus berjalan bersama penghormatan 
terhadap kebenaran dan martabat manusia.
Teknologi seharusnya  memperluas kualitas 
kemanusiaan, bukan justru mengikisnya.

Lapisan ekologis : Kemerdekaan dan 
Keberlanjutan

Lapisan berikutnya adalah lingkungan 
hidup. Kemerdekaan sebuah bangsa 
memiliki  hubungan erat  dengan 
kemampuan menjaga sumber daya alam 
dan lingkungan bagi generasi mendatang. 
Kerusakan hutan, pencemaran air, sampah, 
degradasi ekosistem dan perubahan iklim 
menunjukkan bahwa pembangunan 
membutuhkan perspektif keberlanjutan. 
Dalam perspektif Islam, manusia 
ditempatkan sebagai khalifah fi al-ardh. 
Posisi tersebut membawa konsekuensi 
bahwa alam harus dikelola dengan penuh 
tanggung jawab, bukan dieksploitasi tanpa 
batas.Karena itu, kemerdekaan tidak 
cukup diwariskan dalam bentuk wilayah 
dan kedaulatan.  Kemerdekaan harus juga 
diwariskan dalam bentuk lingkungan hidup 

yang layak. 
Mengupas hingga lapisan terdalam
Filoso� bawang merah membawa kita 

pada pemahaman sederhana bahwa 
lapisan luar tidak pernah cukup untuk 
memahami keseluruhan isinya.Demikian 
pula Indonesia, kemajuan infrastruktur 
penting, pertumbuhan ekonomi penting, 
demokrasi penting, teknologi juga penting,  
mamun semuanya membutuhkan 
fondasi moral, pengetahuan, keadilan, 
dan tanggung jawab sosial agar kemajuan 
menghasilkan kehidupan yang semakin 
berkah  dan bermartabat.Pada usia 81 
tahun, Indonesia memiliki banyak capaian 
yang patut disyukuri sekaligus sejumlah 
pekerjaan yang masih membutuhkan 
k e s u n g g u h a n .  K e d u a n y a  p e r l u 
ditempatkan secara proporsional. Kritik 
diperlukan sebagai instrumen koreksi, 
sedangkan apresiasi diperlukan untuk 
menjaga optimisme. Ilmu pengetahuan 
diperlukan untuk memahami persoalan, 
sementara keteladanan diperlukan untuk 
mengarahkan penggunaannya.Di sinilah 
kemerdekaan Indoensia dan Maulid 
Nabi Muhammad Saw menemukan titik 
perjumpaan yang konstruktif. Kemerdekaan 
memberikan ruang untuk membangun, 
sementara keteladanan Nabi memberikan 
nilai untuk mengarahkan pembangunan. 
Ilmu memberikan cara untuk memahami 
persoalan, danintegritas memberikan 
kekuatan untuk menjalankannya.Bawang 
merah yang sederhana di meja makan 
dapat menjadi simbol refleksi pada 81 
tahun Indonesia merdeka. Bawang merah 
mengingatkan bahwa membangun bangsa 
adalah pekerjaan yang berlapis. Dan pada 
setiap lapisan membutuhkan perhatian, 
pengetahuan, kebijakan, dan keteladanan. 

Mari terus mengupas Indonesia, lapis 
demi lapis.

Selamat 81 tahun Indonesia Merdeka.
Selamat memperingati Maulid Nabi 

Muhammad saw. 1448 H.
Semoga kemerdekaan Indonesia 

semakin menemukan makna 
subtantatifnya.

Indonesia Berdaulat, Adil dan 
Makmur. (*)

Penulis : 
Akademisi dan pemerHATI Sosial 

yang berdomisili di Kabupaten 
Gorontalo.

Fenomena Kang Dedi Mulyadi (KDM) 
mengingatkan kita pada hakikat kerja 
pemimpin. Bukan hanya di balik meja, 

memimpin rapat, dan menandatangani 
berkas. Tapi juga turun, blusukan, hadir di 
tengah rakyat. Namun KDM menampilkan 
model yang unik. Ia tidak hadir dalam 
suasana resmi. Kadang berbaju sederhana, 
bicara dengan bahasa rakyat, bercanda, 
sesekali memarahi yang dianggap salah — 
lalu beberapa menit kemudian merogoh 
kocek membantu orang yang kesusahan.

Gaya blusukan dengan aksi nyata dan 
langsung itu menghapus jarak simbolik 
antara pejabat dan rakyat. Di depan warga, 
ia bisa serius, bisa marah, bisa tertawa. Bisa 
duduk di tanah, makan bersama, ngobrol 
dengan pedagang kecil, mendengarkan 
cerita orang miskin. Bahkan mengambil 
tindakan spontan. Pada Mei 2026, misalnya, 
ketika melihat korban kecelakaan di 
Lembang dan ambulans tak kunjung tiba, 
KDM membawa korban dengan kendaraan 
pribadinya ke rumah sakit. Peristiwa seperti 
ini punya kekuatan simbolik yang besar. 
Warga tidak sedang melihat “gubernur” 
dalam pengertian birokratis. Mereka 
melihat orang yang datang ketika mereka 
butuh pertolongan. Di sinilah politik 
menjadi pengalaman sehari-hari. Bukan di 
gedung pemerintahan, melainkan di jalan, 
di rumah, di pasar, di kampung, di rumah 

sakit, bahkan di lokasi bencana.
Fenomena itu semakin jelas saat bencana 

di Nusa Tenggara Timur. KDM tidak berhenti 
pada pernyataan simpati. Pemprov Jawa 
Barat bersama unsur masyarakat dan 
dunia usaha menggalang sekitar Rp4 miliar 
untuk korban NTT. KDM datang langsung 
menyerahkan bantuan itu, termasuk 
untuk perbaikan rumah dan kebutuhan 
dasar pengungsi. Secara administratif, 
NTT bukan wilayah kekuasaan KDM. Tapi 
secara kemanusiaan, dalam logika yang ia 
bangun, penderitaan tidak mengenal batas 
provinsi. Di sini KDM memproduksi narasi 
politik yang sederhana: orang yang sedang 
kesusahan harus ditolong, siapa pun dia 
dan di mana pun dia berada.

Ketika rumah seseorang roboh karena 
gempa, yang dibutuhkan bukan pidato 
panjang, tapi tempat tinggal. Ketika 
seseorang lapar, yang dibutuhkan bukan 
teori pembangunan, tapi makanan. Ketika 
seseorang sakit, yang dibutuhkan bukan 
seminar kesehatan, tapi pengobatan. 
Logika sederhana inilah yang membuat 
KDM mudah diterima dan menarik 
energi politik. Kebiasaan blusukan dan 
menolong itu terus ia lakukan. Di Subang, 
ia menawarkan pekerjaan tetap kepada 
warga yang hidup dalam kondisi tidak layak, 
sekaligus menjanjikan bantuan kontrakan 
agar keluarganya hidup lebih layak. Di 

kasus lain, ia membantu penjual es yang 
mengalami intimidasi dengan modal usaha, 
pelunasan kontrakan, biaya sekolah anak, 
hingga dukungan hukum.

Kebiasaan itu menghasilkan pengalaman 
emosional dan tetesan air mata haru. Orang 
yang semula merasa sendirian tiba-tiba 
merasa dilihat. Orang yang merasa tidak 
diperhatikan negara tiba-tiba merasa 
diperhatikan pejabat. Orang yang merasa 
buntu tiba-tiba melihat jalan keluar. 
KDM membuat mereka merasa diakui 
keberadaannya dan dihargai. Kekuatan 
lain ada pada cara komunikasinya. KDM 
mampu berpindah cepat dari serius ke 
santai, dari lucu ke mengharukan. Dalam 
perspektif komunikasi sosial, kemampuan 
ini menciptakan kedekatan emosional. 
Warga merasa tidak sedang berhadapan 
dengan institusi yang jauh, melainkan 
dengan seseorang yang “mengerti 
kehidupan mereka”. Inilah modal sosial 
terbesar KDM. Pada kunjungan di NTT, 
kita juga melihat KDM tidak sendiri. 
Ia mengajak pengusaha, ASN, Baznas, 
ormas, dan berbagai kelompok untuk ikut 
membantu. Ini menarik. Karena KDM tidak 

selalu menggunakan uang pribadinya. Ia 
menggunakan kemampuan menggerakkan 
sumber daya sosial. Menghubungkan 
pemerintah, pengusaha, lembaga sosial, 
dan masyarakat. Dengan kata lain, kekuatan 
politiknya bukan hanya kemampuan 
memberi, tapi kemampuan membuat orang 
lain ikut memberi. Di sini, fenomena KDM 
dapat dibaca sebagai bentuk mobilisasi 
modal sosial. Jika terus dilakukan, tindakan 
memberi berubah dari kebaikan personal 
menjadi solidaritas kolektif.

Namun, fenomena ini menimbulkan 
pertanyaan kritis: apakah rakyat sedang 
memperoleh pelayanan negara, atau 
sedang memperoleh kebaikan seorang 
pemimpin? 

Dalam negara modern, warga seharusnya 
memperoleh pendidikan, kesehatan, 
pekerjaan, perlindungan sosial, dan 
bantuan bencana karena haknya sebagai 
warga negara. Bukan karena kebetulan 
bertemu gubernur. Bukan karena masuk 
kamera. Bukan karena viral. Bukan karena 
mendapat perhatian pribadi seorang 
pejabat.

Blusukan dan bantuan langsung 
pemimpin sangat positif. Tapi jika terlalu 
bergantung pada figur, muncul risiko 
personalisasi kekuasaan. Rakyat bisa 
mulai berpikir: “Kalau ada KDM, masalah 
saya selesai.” Padahal idealnya: “Kalau 

pemerintah bekerja dengan baik, masalah 
saya dapat diselesaikan.” Perbedaannya 
sangat mendasar.

Inilah tantangan terbesar KDM dan 
pemerintahan saat ini: melakukan 
perubahan dari politik kehadiran menjadi 
politik kelembagaan. Apa yang dimulai 
KDM harus dapat menjadi sistem. Ketika 
ia menemukan anak miskin tidak sekolah, 
persoalannya jangan berhenti pada 
pembayaran biaya sekolah anak itu. Harus 
muncul sistem yang memastikan anak 
miskin lain tidak mengalami hal serupa. 

Ketika ia menemukan warga sakit, 
pertanyaannya bukan hanya siapa yang 
membayar pengobatannya. Tapi mengapa 
warga tersebut sampai kesulitan mendapat 
layanan kesehatan?

Ketika ia menemukan keluarga miskin 
tinggal di rumah tidak layak, pertanyaannya 
bukan hanya siapa yang membayar 
kontrakannya. Tapi bagaimana sistem 
perumahan sosial bekerja di negeri ini? 
Ketika bencana terjadi, bukan hanya 
bantuan yang penting. Tapi bagaimana 
solidaritas antardaerah dapat menjadi 
mekanisme permanen penanggulangan 
bencana? Dengan demikian, kebaikan 
personal harus naik kelas menjadi kebijakan 
publik. Semoga.(*)
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KDM dan Politik “Turun ke Rakyat”

DI TENGAH tingginya ekspektasi 
publik terhadap kehadiran negara 
dalam menjamin keadilan, 

perlindungan hukum, dan kepastian 
hak-hak warga negara sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar 1945, setiap langkah lembaga 
negara yang menunjukkan keberpihakan 
terhadap rasa keadilan tentu patut 
diapresiasi.

Dalam konteks itulah, langkah Komisi 
III DPR RI belakangan ini layak mendapat 
perhatian serius. Bukan semata karena 
posisinya sebagai alat kelengkapan 
dewan yang membidangi hukum, hak 
asasi manusia, dan keamanan, melainkan 
karena peran pengawasannya mulai 
terasa lebih nyata di tengah keresahan 
publik terhadap praktik penegakan 
hukum yang kerap dianggap belum 
sepenuhnya berpihak pada rasa keadilan 
masyarakat.

Salah satu contoh terbaru adalah 
respons cepat Komisi III DPR RI terhadap 
kasus yang melibatkan Amsal Sitepu, 
seorang pegiat kreatif, dalam dugaan 
tindak pidana korupsi terkait pembuatan 
video profil desa di Kabupaten Karo. 
Respons itu diwujudkan melalui 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang 
digelar untuk menindaklanjuti perkara 
tersebut.

Bagi banyak kalangan, langkah seperti 
ini bukan sekadar prosedur kelembagaan, 
melainkan simbol bahwa negara tidak 
boleh abai terhadap suara masyarakat, 
ter utama ketika muncul  dugaan 
adanya ketimpangan, kekeliruan, atau 
ketidakadilan dalam proses hukum.

Masyarakat Kecil Butuh 

Negara yang Hadir
S eb aga i  p ra kt i s i  hu ku m,  saya 

memandang langkah proaktif dan 
responsif Komisi III DPR RI merupakan 
sesuatu yang sangat  dinantikan 
masyarakat,  terutama kelompok-
kelompok yang selama ini merasa 
posisinya lemah ketika berhadapan 
dengan sistem hukum.

Tidak dapat dipungkiri, di banyak 
kasus, masyarakat kecil kerap merasakan 
bahwa hukum belum selalu hadir 
dengan wajah yang adil .  Ketika 
mereka terjerat perkara, sering kali 
yang mereka butuhkan bukan hanya 
proses hukum, tetapi juga jaminan 
bahwa hukum berjalan secara objektif, 
proporsional, dan tidak melupakan 
dimensi kemanusiaan.

Karena itu, kehadiran Komisi III 
DPR RI melalui fungsi pengawasannya 
menjadi penting. Ia bisa menjadi ruang 
koreksi, ruang kontrol, sekaligus ruang 
harapan bagi publik.

Bukan Kali Pertama
Perlu dicatat, respons cepat seperti 

ini bukanlah yang pertama dilakukan 
Komisi III DPR RI. Dalam sejumlah kasus 
sebelumnya yang menyita perhatian 
publik, terutama yang menyangkut 
masyarakat kecil atau kelompok rentan, 
Komisi III DPR RI juga menunjukkan 
sikap yang relatif konsisten dalam 
menjalankan fungsi pengawasannya. 
Publik tentu masih mengingat beberapa 
kasus yang pernah menjadi perhatian, 
mulai dari perkara yang menjerat ABK 
Fandi Ramadhan dalam dugaan tindak 
pidana penyelundupan narkotika 
golongan I, hingga kasus penyiraman air 

keras terhadap aktivis KontraS, Andrie 
Yunus, serta sejumlah kasus lain yang 
menimbulkan kegelisahan publik.

Dalam kasus-kasus seperti  itu, 
pemanggilan pihak terkait, permintaan 
klari�kasi kepada aparat penegak hukum, 
hingga pelaksanaan RDP menjadi 
instrumen penting agar publik tidak 
merasa dibiarkan sendirian menghadapi 
sistem yang besar dan kerap terasa 
jauh.

Momentum Evaluasi 
bagi Aparat Penegak Hukum

Di sisi lain, semakin seringnya Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) digelar oleh 
Komisi III DPR RI juga seharusnya 
dibaca sebagai pesan penting bagi 
Aparat Penegak Hukum (APH). Semakin 
banyak perkara yang harus diklari�kasi 
di  ruang pengawasan parlemen, 

semestinya menjadi momentum re�eksi 
sekaligus evaluasi. Ini bukan soal 
mencari kesalahan semata, melainkan 
soal membangun kesadaran bahwa 
kepercayaan publik terhadap hukum 
tidak lahir dari slogan, melainkan dari 
praktik yang profesional, transparan, 
dan akuntabel.

Jika terlalu banyak perkara yang 
menimbulkan tanda tanya di tengah 
masyarakat hingga akhirnya harus 
berujung di meja pengawasan DPR, 
maka itu menandakan masih ada 
pekerjaan rumah besar dalam sistem 
penegakan hukum kita. APH perlu 
melihat dinamika ini sebagai cambuk 
untuk berbenah, memperkuat kualitas 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
hingga memastikan bahwa hukum tidak 
hanya sah secara prosedural, tetapi juga 
adil secara substansial.

Fungsi Pengawasan 
yang Harus Dijaga

Secara konstitusional,  langkah 
Komisi III DPR RI ini tentu memiliki 
dasar yang kuat. Pasal 20A ayat (1) 
UUD 1945 menegaskan fungsi DPR 
dalam hal legislasi, anggaran, dan 
pengawasan. Dalam konteks Komisi III, 
fungsi pengawasan itu menjadi sangat 
krusial karena menyangkut langsung 
wajah negara dalam bidang hukum 
dan keadilan. Selain itu, peran tersebut 
juga sejalan dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 
yang menegaskan ruang lingkup kerja 
Komisi III DPR RI di bidang hukum, 

penegakan hukum, hak asasi manusia, 
dan keamanan. 

Artinya, ketika Komisi III DPR RI 
bergerak cepat merespons kasus-kasus 
yang menyita perhatian publik, langkah 
itu bukanlah bentuk intervensi yang 
berlebihan, melainkan bagian dari 
pelaksanaan fungsi konstitusionalnya.

Konsistensi adalah Kunci
Namun demikian, apresiasi tentu 

harus dibarengi dengan harapan. Yang 
dibutuhkan publik bukan hanya respons 
cepat sesaat, melainkan konsistensi. 
Komisi III DPR RI harus terus menjaga 
independensi moral dan keberanian 
politiknya untuk tetap berpihak pada 
keadilan, tanpa pandang bulu, tanpa 
selektivitas, dan tanpa terjebak pada isu-
isu yang hanya ramai secara publikasi. 
Jika pengawasan dilakukan secara 
konsisten, objektif, dan berorientasi 
pada perlindungan hak warga negara, 
maka kehadiran Komisi III DPR RI akan 
benar-benar terasa sebagai bagian 
dari solusi dalam memperbaiki wajah 
penegakan hukum Indonesia.

Pada akhirnya, masyarakat tidak 
menuntut hukum yang sempurna. Yang 
mereka harapkan adalah hukum yang 
jujur, terbuka, dan tidak kehilangan 
nurani. Dan dalam konteks itu, setiap 
lembaga negara-termasuk Komisi III DPR 
RI-dituntut untuk terus membuktikan 
bahwa negara memang hadir, terutama 
bagi mereka yang paling membutuhkan 
keadilan. (*) 

Penulis adalah Sekretaris Jenderal 
LBH Masyarakat Adil Bersatu (LBH 

MABES)

BELAKANGAN ini, publik semakin 
sering menyaksikan pola yang 
berulang dalam penanganan 

perkara hukum di Indonesia: sebuah 
kasus baru benar-benar mendapat 
perhatian serius setelah viral di media 
sosial atau menjadi sorotan media 
massa. 

Dalam situasi seperti itu, Komisi III 
DPR RI kerap tampil cepat-memanggil 
aparat penegak hukum, meminta 
penjelasan, bahkan menjadikan kasus 
tertentu sebagai agenda rapat. Kasus 
Amsal Sitepu dan sejumlah perkara lain 
memperlihatkan gejala tersebut secara 
cukup jelas.

F e n o m e n a  i n i  t e n t u  t i d a k 
sepenuhnya negatif. Respons cepat 
terhadap keresahan publik dapat 
dibaca sebagai bentuk kepekaan politik. 
Namun persoalannya menjadi serius 
ketika perhatian negara, termasuk 
pengawasan parlemen, tampak lebih 
ditentukan oleh intensitas sorotan 
publik daripada oleh urgensi keadilan 
itu sendiri. 

Di titik inilah pertanyaan penting 
harus diajukan: apakah keadilan di 
Indonesia kini harus menunggu viral 
terlebih dahulu untuk dianggap layak 
diperjuangkan?

Fungsi Pengawasan yang 
Seharusnya Sistematis

S e c a r a  k o n s t i t u s i o n a l  d a n 
kelembagaan, DPR-terutama Komisi 
III-memiliki  fungsi  pengawasan 
terhadap jalannya penegakan hukum. 
Fungsi ini sangat penting karena 
Komisi III bermitra dengan institusi 
kunci seperti Polri, Kejaksaan Agung, 
Mahkamah Agung, hingga lembaga 
pemasyarakatan. 

Dengan posisi strategis itu, Komisi 
III semestinya menjadi salah satu 
instrumen demokrasi untuk memastikan 
bahwa hukum ditegakkan secara adil, 
profesional, dan akuntabel.

Masalahnya, fungsi pengawasan 
tersebut kerap tampak berjalan secara 
reaktif, bukan sistematis. Banyak 
perkara baru menjadi perhatian setelah 
ramai diberitakan, memicu desakan 
publik, atau menimbulkan kemarahan 
di ruang digital. Akibatnya, pengawasan 
c e n d e r u ng  b e rg e ra k  m e ng i ku t i 
gelombang opini, bukan berdasarkan 
peta persoalan penegakan hukum yang 
lebih menyeluruh.

Padahal pengawasan yang sehat 
justru menuntut konsistensi. Komisi 
III seharusnya tidak hanya aktif 
ketika sebuah kasus menjadi bahan 
perbincangan nasional, tetapi juga ketika 
ada indikasi pelanggaran prosedur, 
penyalahgunaan kewenangan, atau 
ketidakadilan yang mungkin tidak 
memperoleh eksposur besar.

Bahaya “Politik Atensi”  dalam 
Penegakan Hukum

Apa yang terjadi hari ini dapat disebut 
sebagai gejala politik atensi (politics of 
attention), yaitu situasi ketika perhatian 
lembaga negara lebih banyak diarahkan 
pada isu-isu yang sedang ramai 
diperbincangkan publik. 

Dalam demokrasi modern, gejala ini 
memang sulit dihindari. Media massa 
dan media sosial telah menjadi arena 
penting pembentukan agenda publik. 
Apa yang viral sering kali memaksa 
institusi negara untuk merespons lebih 
cepat.

Tetapi jika dibiarkan terus-menerus, 
politik atensi berpotensi menciptakan 
standar keadilan yang timpang. Perkara 
yang ramai akan bergerak, sementara 
perkara yang sunyi berisiko tenggelam. 
Akibatnya, hukum tidak lagi bekerja 
berdasarkan prinsip objektif dan 
kesetaraan, melainkan berdasarkan 
visibilitas.

Ini problem serius bagi negara 
hukum. Salah satu prinsip dasar negara 
hukum adalah equality before the law-

setiap orang berhak atas perlakuan 
hukum yang sama. Jika respons institusi 
negara bergantung pada seberapa besar 
perhatian publik yang bisa dikumpulkan 
oleh sebuah kasus, maka diam-diam 
kita sedang bergerak ke arah sistem 
yang tidak adil: yang bersuara keras 
didengar, yang sunyi dibiarkan.

Ketika Media Menjadi 
Alarm Keadilan

Harus diakui, media massa dan 
media sosial dalam banyak kasus justru 
berfungsi sebagai “alarm”  bagi negara. 
Tidak sedikit kasus yang baru terbuka 
karena kerja jurnalistik, investigasi 
publik, atau dorongan masyarakat sipil. 
Dalam konteks ini, media memainkan 
peran penting sebagai mekanisme 
kontrol terhadap kekuasaan dan 
penegakan hukum. 

Na m u n ,  n e g a r a  t i d a k  b o l e h 
menggantungkan re�eks keadilannya 
hanya pada alarm tersebut. Sebab tidak 
semua korban memiliki akses yang 
sama ke media, jaringan advokasi, atau 
kemampuan membangun perhatian 
publik. 

Banyak warga kecil menghadapi 
ketidakadilan secara senyap: diproses 
tanpa pendampingan memadai, 
dikriminalisasi secara diam-diam, atau 
kehilangan akses terhadap keadilan 
karena kasusnya dianggap “tidak 
menarik”  secara politik dan media. 

Jika Komisi III hanya hadir pada 
perkara yang telah viral, maka fungsi 
pengawasan parlemen secara tidak 
langsung justru akan memperkuat 
ketimpangan akses terhadap keadilan. 
Dalam kondisi demikian, viralitas 
menjadi semacam “modal sosial”  
baru dalam mencari keadilan. Ini 
jelas tidak sehat bagi sistem hukum 

yang seharusnya bekerja berdasarkan 
prinsip, bukan tekanan popularitas.

Komisi III Harus Keluar 
dari Pola Reaktif

Karena itu, Komisi III DPR RI perlu 
mengoreksi pola pengawasan yang 
terlalu bergantung pada sorotan media. 
Fungsi pengawasan harus dibangun di 
atas kerangka kerja yang lebih substantif, 
terukur, dan berkelanjutan.

Setidaknya ada tiga langkah penting 
yang perlu dilakukan. Pertama, 
Komisi III perlu menyusun prioritas 
pengawasan berbasis data, bukan 
semata-mata berbasis isu yang sedang 
ramai. 

Misalnya, perkara dengan indikasi 
pelanggaran prosedural, potensi 
k r i m i na l i s a s i ,  p e n y a l a h g u naa n 
kewenangan, atau dampak serius 
terhadap hak warga negara harus 
masuk radar pengawasan meskipun 
belum menjadi perhatian media.

Kedua, pengawasan harus diperluas 
dari sekadar membahas “kasus per 
kasus”  menuju evaluasi yang lebih 
struktural. Banyak persoalan hukum 
bukan hanya soal satu perkara, tetapi 
soal pola: lemahnya akuntabilitas 
penyidikan, disparitas penuntutan, 
problem etik aparat, atau tidak efektifnya 
mekanisme pengawasan internal. Jika 
Komisi III hanya sibuk pada kasus yang 
viral, akar masalah justru tidak pernah 
disentuh.

Ketiga, Komisi III perlu membuka 
kanal pengawasan yang lebih aksesibel 
bagi masyarakat. Aduan publik, temuan 
organisasi masyarakat sipil, laporan 
bantuan hukum, dan data akademik 
harus menjadi sumber informasi yang 
serius dipertimbangkan, bukan hanya 
pemberitaan yang sudah lebih dulu 
meledak di ruang publik.

Pengawasan Hukum Bukan 
Panggung Reaksi

Di tengah tingginya perhatian 
publik terhadap kasus-kasus hukum, 
Komisi III memang dituntut untuk 
responsif. Namun responsif tidak boleh 
berubah menjadi sekadar performa 
politik. Pengawasan hukum tidak 
boleh menjadi panggung reaksi sesaat 
yang sibuk mengikuti ritme media, 
tetapi kehilangan arah strategis dalam 
membenahi sistem.

DPR harus berhati-hati agar tidak 
terjebak dalam logika “kasus populer” . 
Sebab hukum yang sehat tidak dibangun 
di atas tekanan sesaat, melainkan di atas 
konsistensi institusional. Komisi III akan 
jauh lebih bermakna jika mampu hadir 
sebagai pengawas yang bekerja bahkan 
sebelum sebuah kasus meledak, bukan 
hanya setelah publik marah.

Keadilan Tidak Boleh Bergantung 
pada Viralitas

Pada akhirnya, ukuran paling penting 
dari negara hukum bukanlah seberapa 
cepat negara merespons perkara yang 
viral, melainkan seberapa konsisten 
negara hadir dalam perkara-perkara 
yang tidak terlihat. Di sanalah integritas 
hukum benar-benar diuji. Komisi III 
DPR RI memiliki posisi yang sangat 
strategis untuk memastikan bahwa 
penegakan hukum tidak berjalan secara 
selektif dan reaktif. Kasus-kasus yang 
viral memang patut dibahas, tetapi 
yang lebih penting adalah membangun 
s i s t e m  p e ngawa s a n  ya ng  t i d a k 
menunggu sorotan untuk bekerja.

Sebab keadilan yang sehat bukanlah 
keadilan yang baru bergerak setelah 
ramai. Keadilan yang sehat adalah 
keadilan yang tetap bekerja, bahkan 
ketika kamera belum menyala dan 
linimasa belum ribut. (*)

Penulis adalah Guru Besar FH 
UPN Veteran Jakarta dan Dewan 

Pakar Jimly School of Law and 
Government (JSLG)

Oleh : 
Wicipto Setiadi

Oleh : 
Dr. (C) Faisal Redo, S.H., M.H.

1.Momen dan Mandat Baru
Pemilihan ketua baru Asosiasi 

Pengajar Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi Negara (APHTN-
HAN) Wilayah Gorontalo bukan 
sekadar pergantian posisi struktural. 
Ia adalah momentum yang memanggil 
tanggung jawab kolekti f  untuk 
memperkuat peran akademisi hukum 
dalam membentuk arah pembangunan 
hukum yang lebih adil, konstitusional, 
dan kontekstual. Di tengah gempuran 
tantangan demokrasi dan kompleksitas 
birokrasi negara, posisi APHTN-HAN 
di daerah harus dilihat sebagai garda 
depan dalam membumikan nilai-nilai 
negara hukum yang sejati.

Dalam konteks demokrasi Indonesia 
yang majemuk dan terdesentralisasi, 
peran daerah tak lagi bisa dianggap 
periferal. Justru di situlah sering 
kita jumpai wajah paling nyata dari 
ketimpangan, pelanggaran etika publik, 
serta kaburnya batas antara kekuasaan 
dan hukum. Maka, kepemimpinan 
baru di tubuh APHTN-HAN Gorontalo 
harus membawa semangat baru, 
tidak hanya menghidupkan diskursus 
akademik, tetapi juga memperkuat 
fungsi kritis dan praksis dari keilmuan 
hukum tata negara dan administrasi 
negara.

APHTN-HAN sebagai organisasi 
kei lmuan memiliki  kedudukan 
strategis: ia bukan sekadar ruang 
diskusi di antara akademisi, tetapi 
juga wadah untuk merumuskan arah 
pemikiran dan praksis hukum yang 
relevan dengan kebutuhan masyarakat. 
Ketika hukum dirasakan jauh dan 
abstrak oleh warga, para pengajar HTN-
HAN memiliki tanggung jawab untuk 
menjembatani antara prinsip-prinsip 
normatif dengan realitas sosial-politik 
di lapangan. Di sinilah pentingnya 
membaca ulang posisi APHTN-HAN 
dari perspektif �lsafat praksis, bahwa 
ilmu tidak selesai di ruang kelas, tetapi 
harus menyentuh denyut kehidupan 
publik.

Kepemimpinan yang baik dalam 
organisasi seperti APHTN-HAN bukan 
hanya soal pengelolaan administratif, 
melainkan soal keberanian membawa 
arah pemikiran ke medan yang lebih 
luas. Kepemimpinan itu harus mampu 
menyuarakan nilai keadilan prosedural 
dan substantif, serta mengangkat 
pentingnya supremasi konstitusi di 
tengah praktik politik yang sering kali 
pragmatis dan oportunistik. Dalam 
hal ini,  Gorontalo bukan hanya 
wilayah geogra�s, tetapi juga simbol 
komitmen bahwa dari manapun, suara 
perubahan hukum bisa bergema ke 
tingkat nasional.

D e n g a n  s e m a n g a t  t e r s e b u t , 
pemilihan ketua baru APHTN-HAN 
Wilayah Gorontalo harus dibaca sebagai 
awal dari gerakan intelektual yang 
lebih terorganisir dan transformatif. 
Sebab, jika hukum hanya dibicarakan 
tapi tak dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat, maka yang gagal bukan 
sekadar sistem, melainkan juga para 
pengampunya. Maka, mandat ini 
bukan hanya untuk organisasi, tapi 
juga untuk sejarah: apakah kita akan 
jadi saksi pasif atas dekadensi hukum, 
atau menjadi bagian dari upaya kolektif 
untuk mengembalikan martabat 
negara hukum Indonesia.

2.Tantangan Hukum Tata Negara 
dan Administrasi Negara dari 

Perspektif Daerah
Salah satu tantangan terbesar dalam 

pembangunan hukum tata negara 
dan hukum administrasi negara di 
Indonesia adalah jurang lebar antara 
norma konstitusional dan praktik di 
lapangan, khususnya di tingkat daerah. 
Undang-Undang Dasar 1945 dan 

berbagai perangkat hukum turunannya 
memang telah menjamin prinsip-
prinsip demokrasi, akuntabilitas, 
dan otonomi daerah. Namun, dalam 
kenyataannya, banyak daerah masih 
kesulitan menerjemahkan prinsip 
tersebut ke dalam sistem pemerintahan 
yang bersih, efektif, dan berpihak 
pada rakyat. Hukum yang tertulis 
belum sepenuhnya menjelma menjadi 
hukum yang bekerja.

Di berbagai daerah, termasuk 
Gorontalo, masih sering dijumpai 
p e n y a l a h g u n a a n  k e w e n a n g a n , 
dominasi kepala daerah atas lembaga 
legislatif, serta praktik birokrasi yang 
sarat patronase politik. Ini bukan 
sekadar masalah teknis,  tetapi 
cerminan dari lemahnya pemahaman 
t e r h a d a p  d a s a r- d a s a r  h u k u m 
administrasi negara yang menjunjung 
prinsip legalitas, netralitas ASN, dan 
pelayanan publik yang adil. Ironisnya, 
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 
ini kerap tidak dibaca sebagai krisis 
hukum, melainkan dianggap bagian 
dari “realitas politik lokal” yang harus 
ditoleransi. Di sinilah letak urgensi 
pembaruan cara pandang dan cara 
kerja.

Secara �loso�s, hukum tata negara 
dan administrasi negara adalah 
alat untuk menata kekuasaan dan 
mengendalikan penyelenggaraan 
negara agar tetap dalam rel moral 
dan rasional. Namun, ketika hukum 
hanya menjadi formalitas, sementara 
kekuasaan dijalankan tanpa kontrol 
etik dan hukum, maka yang terjadi 
adalah banalitas hukum, sebuah 
situasi di mana hukum hadir tapi tak 
bermakna. Ini bukan hanya kegagalan 
lembaga, tetapi kegagalan kolektif 
dalam membangun budaya hukum. 
Maka, tantangan yang kita hadapi 
bukan sekadar teknokratis, tapi juga 
ideologis dan kultural.

Ta n t a n g a n  l a i n n y a  a d a l a h 
minimnya literasi hukum publik di 
kalangan masyarakat. Ketika warga 
tidak memahami hak-haknya, ketika 
prosedur hukum tidak transparan, 
maka kekuasaan bisa beroperasi 
tanpa koreksi. Demokrasi lokal pun 
kehilangan ruh partisipasinya. Dalam 
kondisi ini, para pengajar hukum 
tata negara dan administrasi negara 
memiliki tanggung jawab intelektual 
dan moral untuk menjadi jembatan 
antara dunia hukum dan kebutuhan 
nyata masyarakat. Ini bukan sekadar 
soal mengajar di kelas, tapi soal 
menghidupkan kesadaran hukum di 
ruang-ruang sosial yang lebih luas.

Karena itu, dalam konteks Gorontalo 
dan wilayah lain yang menghadapi 
tantangan serupa, pembangunan 
hukum tidak bisa hanya berpusat di 
Jakarta atau Mahkamah Konstitusi. 
Ia harus dimulai dari penguatan 
aktor-aktor lokal: dari kampus, ruang 
komunitas, hingga ruang birokrasi. 
Tanpa itu, hukum akan terus menjadi 
proyek elite yang tak pernah benar-
b e n a r  m e n y e n t u h  k e b u t u h a n 
publik,dan dengan demikian, cita-cita 
negara hukum yang demokratis akan 
tetap menjadi slogan kosong. Maka, 
inilah panggilan zaman bagi APHTN-
HAN di daerah, untuk mengubah 
keterpinggiran menjadi kekuatan, 
dan menjadikan hukum sebagai alat 
pembebasan, bukan pembenaran 
kekuasaan.

3.Peran Strategis APHTN-
HAN Wilayah dalam Konteks 

Desentralisasi dan Demokrasi
Dalam kerangka desentralisasi, 

daerah memiliki ruang yang cukup 
luas untuk mengatur dan mengurus 
kepentingannya sendiri. Namun ruang 
itu juga datang bersama tanggung 

jawab besar untuk memastikan 
bahwa setiap kebijakan, regulasi, dan 
tindakan administratif tetap berada 
dalam koridor hukum dan nilai-
nilai konstitusional. Di titik inilah 
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara 
dan Hukum Administrasi Negara 
(APHTN-HAN) wilayah memegang 
peran penting. Bukan hanya sebagai 
forum akademik, tetapi sebagai aktor 
strategis yang mampu memengaruhi 
arah demokrasi lokal dan memperkuat 
kapasitas kelembagaan di daerah.

APHTN-HAN harus dilihat bukan 
sekadar organisasi profesi, melainkan 
bagian dari infrastruktur intelektual 
demokrasi. Ia menghubungkan teori 
hukum dengan praktik pemerintahan, 
serta menjembatani pemikiran kritis 
dengan kebutuhan masyarakat. Dalam 
konteks Gorontalo dan daerah lainnya, 
peran ini menjadi sangat signifikan 
mengingat belum meratanya akses 
terhadap sumber daya intelektual 
hukum publik. APHTN-HAN Wilayah 
memiliki peluang besar untuk menjadi 
penggerak perubahan dari bawah, 
dengan cara mendorong tata kelola 
pemerintahan yang berbasis hukum 
dan memperkuat partisipasi masyarakat 
sipil dalam proses demokrasi.

Tantangan besar dalam demokrasi 
lokal adalah dominasi kekuasaan 
yang sering tidak diimbangi dengan 
kontrol hukum yang kuat. Di sinilah 
peran para pengajar hukum menjadi 
penting, mereka memiliki otoritas 
moral dan kapasitas intelektual 
untuk melakukan kritik, menyusun 
rekomendasi kebijakan, dan terlibat 
dalam pendidikan publik. Jika ini 
dilakukan secara konsisten, maka 
APHTN-HAN akan berfungsi sebagai 
penghubung antara ilmu hukum dan 
kehidupan demokrasi yang lebih 
sehat. Dengan kata lain, organisasi ini 
dapat mendorong lahirnya demokrasi 
konstitusional yang tidak hanya 
prosedural, tapi juga substantif.

Secara filosofis, demokrasi tanpa 
nalar hukum adalah demokrasi 
yang rapuh. Hukum tata negara 
dan administrasi negara memberi 
kerangka agar kekuasaan tidak berjalan 
semaunya, dan agar kewenangan selalu 
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 
konteks ini, kehadiran APHTN-HAN 
di wilayah tidak hanya penting, tetapi 
mendesak. Ia harus menjadi ruang 
produksi gagasan dan nilai, bukan 
sekadar tempat mengulang dogma 
hukum lama yang tak lagi relevan 
dengan dinamika lokal. APHTN-HAN 
harus berani keluar dari zona nyaman 
akademik dan terjun aktif ke ruang 
publik untuk mengawal demokrasi 
yang berpijak pada konstitusi dan 
hukum yang hidup.

Maka, transformasi peran APHTN-
HAN dari organisasi keilmuan menjadi 
kekuatan penggerak perubahan 
b u k a n l a h  p i l i h a n ,  m e l a i n k a n 
keniscayaan. Dunia akademik harus 
berhenti menjadi menara gading yang 
sunyi dari realitas. Sebaliknya, ia harus 
menjadi menara pengawas yang siaga, 
kritis, dan berpihak pada nilai-nilai 
keadilan. Dengan posisi ini, APHTN-
HAN Wilayah Gorontalo tidak hanya 
bisa memperkuat demokrasi lokal, 
tetapi juga memberi kontribusi nyata 
bagi pembangunan hukum tata negara 
dan administrasi negara yang lebih adil 
dan kontekstual di tingkat nasional.

4.Jalan ke Depan: Menghidupkan 
Etos Konstitusionalisme dari 

Gorontalo

Menjaga konstitusi bukan hanya 
tugas lembaga-lembaga negara di 
tingkat pusat. Etos konstitusionalisme 
ha r u s  h i d u p  d i  s e t i ap  l ap i sa n 
masyarakat, termasuk di daerah. 
Tanpa kesadaran konstitusional 
yang kuat di tingkat lokal, praktik 
hukum akan terus diliputi kekacauan 
antara formalitas hukum dan praktik 
kekuasaan yang oportunistik. Di 
sinilah peran strategis APHTN-HAN 
wilayah menjadi krusial,  bukan 
sekadar menyebarkan pengetahuan 
hukum, tetapi menumbuhkan budaya 
berpikir konstitusional yang menyatu 
dengan kehidupan publik sehari-hari. 
Gorontalo harus menjadi salah satu 
titik nyala dari gerakan ini.

M e n g h i d u p k a n  e t o s 
konstitusionalisme berarti membangun 
kesadaran bahwa hukum bukan 
sekadar teks, melainkan nilai yang 
mengatur dan membatasi kekuasaan. 
Dalam banyak kasus di daerah, 
ketidaktaatan terhadap hukum terjadi 
bukan karena kekosongan norma, 
tetapi karena absennya rasa hormat 
terhadap prinsip dasar bernegara. 
Misalnya, pengangkatan pejabat 
tanpa prosedur, penggunaan APBD 
untuk kepentingan elektoral, atau 
penempatan ASN atas dasar kedekatan 
politik. Semuanya mencerminkan 
kelumpuhan etika hukum administrasi. 
Tanpa keberanian untuk menyuarakan 
kritik dan membangun pemahaman 
yang benar, pelanggaran-pelanggaran 
ini akan dianggap sebagai praktik yang 
wajar.

Untuk itu, perlu ada strategi kolektif 
membangun kembali kesadaran 
publik dan aparatur terhadap nilai-
nilai dasar konstitusi. APHTN-HAN 
dapat memainkan peran sebagai 
pusat edukasi publik, pelatihan bagi 
ASN dan pemda, serta mitra kritis bagi 
pembuat kebijakan. Akademisi tidak 
boleh puas hanya dengan menulis 
jurnal atau mengajar di ruang kuliah. 
Ilmu hukum harus dibawa keluar: ke 
desa, ke ruang sidang DPRD, ke forum-
forum masyarakat sipil. Di titik inilah 
pendidikan hukum menjadi gerakan 
moral, bukan sekadar transmisi 
pengetahuan teknis.

Tugas ini tentu tidak bisa dipikul 
sendirian. Diperlukan kolaborasi 
yang erat  antara APHTN-HAN, 
pemerintah daerah, media lokal, 
dan organisasi masyarakat sipil. 
Hanya dengan membangun ekosistem 
hukum yang sal ing menopang, 
konstitusionalisme bisa tumbuh 
secara berkelanjutan. APHTN-HAN 
harus menjadi penghubung antar 
elemen ini, menjembatani bahasa 
akademik dengan realitas sosial-
politik di  lapangan. Lebih dari 
itu, organisasi ini juga harus aktif 
menyusun rekomendasi kebijakan 
berbasis riset, agar pengambilan 
keputusan di daerah benar-benar 
selaras dengan nilai-nilai keadilan 
dan kepastian hukum.

Gorontalo memiliki peluang besar 
untuk menjadi model laboratorium 
k o n s t i t u s i o na l i s m e  d a r i  t i mu r 
Indonesia. Bukan karena merasa 
lebih unggul, tetapi karena adanya 
kesadaran bahwa perubahan tidak 
harus menunggu dari pusat. Justru 
dari daerah-daerah seperti inilah 
perubahan bisa dimulai, perubahan 
c a r a  b e r p i k i r,  c a r a  m e n g a j a r, 
ca ra  m e ng e l o la  b i ro k ra s i ,  da n 
cara memahami hukum sebagai 
alat  pembebasan.  Jika APHTN-
HAN Wilayah Gorontalo mampu 
menempuh jalan ini dengan konsisten, 
maka suara daerah akan punya gema 
yang kuat dalam percakapan hukum 
nasional, bukan sekadar ikut bicara, 

tetapi ikut menentukan arah.

5.Dari Pinggiran Menuju Pusat 
Perubahan

Dalam sejarah bangsa, perubahan 
besar tak selalu datang dari pusat 
kekuasaan. Justru sering kali, gagasan-
gagasan segar dan keberanian moral 
lahir dari pinggiran, dari wilayah 
yang tak disorot terang kamera 
nasional. Maka, ketika APHTN-HAN 
Wilayah Gorontalo menatap masa 
depan dengan kepemimpinan baru, 
ini bukan hanya soal mengurus 
organisasi internal. Ini adalah peluang 
untuk membuktikan bahwa daerah 
bisa menjadi pusat gagasan, pusat 
gerakan, dan pusat perubahan dalam 
penguatan hukum tata negara dan 
administrasi negara di Indonesia.

Sudah terlalu lama diskursus 
hukum publik didominasi oleh suara 
dari Jakarta. Seolah-olah hanya 
pusat yang layak berbicara tentang 
konstitusi, sistem presidensial, atau 
reformasi birokrasi. Padahal, akar 
dari banyak persoalan hukum justru 
tumbuh di daerah, di ruang-ruang 
pemerintahan lokal yang jauh dari 
sorotan, di mana praktik kekuasaan 
dijalankan dengan minim kontrol. 
Oleh karena itu, saat akademisi hukum 
di Gorontalo menyuarakan pentingnya 
konstitusionalisme, transparansi, dan 
etika kekuasaan, suara itu bukan 
sekadar pengulangan teori. Ia lahir 
dari pengalaman nyata, dari kedekatan 
dengan praktik birokrasi yang masih 
mencari bentuk idealnya.

K e s a d a r a n  i n i  m e m b a w a 
konsekuensi. APHTN-HAN Wilayah 
tidak bisa hanya berperan sebagai 
p e n g a m a t .  I a  h a r u s  m e n j a d i 
pelaku, mendidik, memproduksi 
pengetahuan, menyusun kritik, dan 
mendorong perubahan kebijakan yang 
berpihak pada kepentingan rakyat. Ini 
bukan tugas kecil, tapi inilah misi yang 
membuat kehadiran organisasi ini 
benar-benar relevan. Di tengah dunia 
akademik yang sering terjebak dalam 
kesunyian menara gading, keberanian 
untuk turun ke medan praksis adalah 
pilihan etis sekaligus politis yang tidak 
bisa ditunda.

Lebih dari itu, komitmen terhadap 
negara hukum bukan hanya soal 
prosedur legal-formal. Ia menuntut 
keberanian moral untuk menyatakan 
yang benar sebagai benar, dan yang 
salah sebagai salah, meskipun itu 
berhadapan dengan kekuasaan. Di 
sinilah urgensi kehadiran akademisi 
yang berani berpikir dan bertindak 
dengan integritas.  Jika APHTN-
HAN Gorontalo mampu merawat 
keberanian itu, maka ia tidak hanya 
mencetak lulusan hukum, tapi juga 
membentuk karakter kepemimpinan 
yang peka terhadap keadilan dan 
tangguh dalam menghadapi tekanan 
kekuasaan.

Dengan demikian, masa depan 
hukum tata negara dan administrasi 
negara di Indonesia tak semata 
d i t e n t u k a n  o l e h  p e r u b a h a n 
d i  Ma h k a m a h  Ko n s t i t u s i  a t a u 
Kementerian Dalam Negeri. Ia juga 
ditentukan oleh dinamika di daerah-
daerah seperti Gorontalo, di kampus, 
ruang kelas, balai desa, ruang sidang 
DPRD, dan kantor pemerintahan 
lokal. Di tempat-tempat itulah cita-
cita negara hukum diuji, dan di situlah 
pula harapan akan Indonesia yang 
lebih adil dan konstitusional bisa terus 
dijaga. Maka, suara dari Gorontalo 
bukan suara pinggiran. Ia adalah 
suara nurani republik.

Ketua Wilayah Terpilih 
APHTN-HAN Gorontalo 
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OLEH:
Novendri M. Nggilu

Manager Sirkulasi & Pemasaran: Yusuf Saleh. Pemasaran Koran: Buyung Tanjung, 
Yersi Ismail, Welniaty Ahaya (adm).

Penerbit  : PT. GORONTALO CEMERLANG
Pembina : Dahlan Iskan
Komisaris Utama : Imawan Mashuri
Komisaris : Urief Hasan
Direktur Utama : Moh. Sirham
Direktur : Haryono
Direktur Marketing : Hariyanto Hamzah

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab : Jitro Paputungan

GORONTALO POST
HARIAN PAGI PERTAMA DAN TERBESAR DI GORONTALO DIVISI PRODUKSI

Tarif Iklan: Umum Rp. 30.000,-/mmk (hitam putih/BW), 
Rp 40.000,-mmk (berwarna/FC). Mungil: Rp 35.000 
(satu kali muat). Advertorial: Rp 22.500,-mmk (berwarna), Rp 15.000,-mmk (hitam 
putih/BW). Harga Langganan Koran: Rp 150.000 (luar kota tambah ongkos kirim)

Kantor Pusat: GEDUNG GRAHA PENA GORONTALO
Jln. Jhon A. Katili (Eks Jln. Andalas). No. 144 Kota Gorontalo. Telepon: (0435) 827551. 
E-mail Redaksi: redaksi_gp@yahoo.com, redaksi.gpost@gmail.com, Hargo.co.id. 
E-mail Iklan: iklan_gp@yahoo.com, iklangp@yahoo.com. E-mail Sirkulasi & Pemasaran: 
marketing_gp@ymail.com.

Percetakan: PT GORONTALO PRINTING Jln. Jhon A. Katili (Eks Andalas) No. 144 
Kota Gorontalo, Isi di luar tanggung jawab Percetakan.

Perwakilan Jakarta: Jln. Kebayoran Lama no. 12 Jakarta Barat. Perwakilan Manado:
Green Hill Residence Blok KK No01 Jln. Raya Ringroad 1 Manado, Perwakilan 
Surabya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya,Jawa Timur.

LAYANAN PELANGGAN DAN IKLAN

ALAMAT

DIVISI USAHA

Redaktur Pelaksana : Roy Tilameo, Rahmat Malik. Koordinator Liputan: Hamdan 
Abubakar. Redaktur : Zulkifli Tampolo. Staf Redaksi: Deice Pomalingo, Alosius Budiman, 
Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode. Sekretaris Redaksi: Agustinawaty Said. Koordinator HRD:
Chicilia Noviastuti Arifin. Koordinator IT : Aslan Akuba.

Manager Keuangan: Elvin Ambo. Adriyanti Kadir (adm). Manager Iklan: Hariyanto Hamzah. 
Wakil Manager Iklan: Rahmat Nur Ali, Aminun Humola. Design Iklan: Oman Nasiboe.
Event Organizer: Surya Muhamad.

Risdiyanto Karim, Rizal Tueno, Nasir Hantono, Apri Ahmad, Design Grafis:
Muhammad Syukri

DIVISI ART & PERWAJAHAN

Menguatkan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 
dari Daerah: Suara Gorontalo untuk Indonesia

Risdiyanto Karim, Nasir Hantono, Apri Ahmad. Design Grafis: Muhammad Syukri

Staf Iklan: Aminum Humola, Surya Muhamad Design Iklan: Oman Nasiboe.

Surabaya: Jln Ketintang Permai, Blok BD No. 17, Kota Surabaya, Jawa TImur.

Redaktur Pelaksana: Roy Tilameo, Rahmat Malik.
Redaktur: Zulkifli Tampolo. Staf Redaksi: Deice Pomalingo, Caisar Ntoma, Diyanti T. Niyode, 
Sekretaris Redaksi: Agustina Said. Koordinator HRD: Chicilia Noviastuti Arifin. Koordinator 
IT: Aslan Akuba

Saat Komisi III DPR RI Menjawab Kegelisahan Publik atas Penegakan Hukum

Keadilan yang Menunggu Viral: Catatan Kritis untuk Komisi III DPR RI

SELASA, 7 APRIL    TAHUN 2026
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JAKARTA - Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) menegaskan 
komitmen sebagai bagian 
koalisi pemerintahan Presiden 
Prabowo Subianto dan akan 
terus membantu pemerintahan 
sampai akhir. Karena itu, partai 

pimpinan Kaesang Pangarep 
siap melawan setiap upaya untuk 
menjatuhkan pemerintahan di 
tengah jalan. 

“ K a m i  m e n d u k u n g 
pemerintahan Prabowo-Gibran 
sampai akhir, semua kader juga 
kompak menyukseskan. PSI 
meyakini perbedaan pandangan 
m a u p u n  k r i t i k  t e r h a d a p 
pemerintah seharusnya melalui 
mekanisme yang tersedia, bukan 

membangun gerakan untuk 
menjatuhkan pemerintahan 
yang sah,” kata Wakil Ketua 
Umum DPP PSI Andy Budiman, 
Rabu (26/8).

Dalam konteks tersebut, 
P S I  m e n i l a i  p e r n y a t a a n 
Ketua Umum Projo Budi Arie 
Setiadi yang menyinggung 
kemungkinan pemakzulan 
Presiden Prabowo sebagai adu 
domba yang jahat “Hal yang 

dilakukan Budi Arie adalah 
adu domba yang jahat. Upaya 
menjatuhkan pemerintahan 
yang sah hanya akan menjadikan 
rakyat sebagai tumbal dari 
ambisi segelintir elite yang 
tidak tahu diri,” ujar Andy. PSI 
mengingatkan pemerintahan 
Presiden Prabowo merupakan 
pemerintahan yang lahir dari 
proses konstitusional dan 
memiliki mandat sah dari 

rakyat.
“Sekali lagi, PSI tetap konsisten 

dalam barisan koalisi untuk 
membantu,  menjaga,  dan 
memastikan pemerintahan 
berjalan sampai akhir. Kalau 
ada pihak-pihak yang ingin 
menjatuhkan pemerintahan di 
tengah jalan, akan kami hadang 
dan lawan. Ini demi kepentingan 
bangsa dan negara,” tutup Andy. 
(jpnn)

TILONGKABILA-GP-DPRD Bone 
Bolango telah menyusun jadwal 
pembahasan sejumlah agenda anggaran 
daerah hingga penghujung tahun 2026. 
Penyusunan jadwal tersebut dilakukan 
agar tahapan pembahasan anggaran 
berjalan lebih terarah dan tidak saling 
tumpang tindih.

Ketua DPRD Bone Bolango, Faisal 
Yunus, mengatakan setelah dokumen 
KUA-PPAS APBD 2027 keluar, DPRD 
akan melanjutkan dengan pembahasan 
pengantar KUA-PPAS Perubahan APBD 
2026.

“Memang kita sudah susun schedule 
setelah keluar KUA-PPAS untuk 2027. 
Kita akan lanjut dengan pengantar 
KUA-PPAS perubahan 2026. Setelah itu 
kalau sudah masuk, kita akan bahas,” 
ujar Faisal.

Selanjutnya, DPRD akan masuk pada 
tahap nota kesepakatan KUA-PPAS 
Perubahan 2026, kemudian dilanjutkan 
dengan pembahasan RAPBD Perubahan 
hingga tahap akhir penetapan APBD 
Perubahan 2026. Di saat yang sama, 
pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 juga 
tetap berjalan.

Menurut Faisal, tahapan tersebut 
memang akan berjalan secara maraton. 
Namun, DPRD melalui Badan Anggaran 
(Banggar)  pada pr insipnya siap 

mengikuti jadwal pembahasan kapan 
saja, sepanjang dokumen dan data yang 
dibutuhkan telah tersedia dari pihak 
eksekutif.

“Kita maraton, tapi ini kan semua 
ada di tingkat TAPD. Pada prinsipnya 
kami di DPRD siap kapan saja. Kalau 
pihak eksekutif mempercepat APBD 
Perubahan, monggo, kita sama-sama. 
Mau satu jam, satu hari, sepuluh hari, 
yang penting dokumennya sudah ada 
dan data yang dibutuhkan juga sudah 
lengkap,” tegasnya.

Dengan jadwal yang telah disusun, 
DPRD berharap seluruh tahapan 
pembahasan anggaran dapat berjalan 
lebih terarah dan sesuai target hingga 
akhir tahun.(csr)

Pastikan Siap Marathon 
hingga Akhir Tahun

PSI Dukung Prabowo-
Gibran Sampai Akhir

DPRD Bonbol Susun Jadwal 
Pembahasan Anggaran

Tegaskan Siap 
Lawan Segala Upaya 
Menjatuhkan

(FOTO DOK) 

PARA Pimdekab bersama Bupati dan jajarannya berpose bersama diparipurna belum lama ini.

TILONGKABILA-GP – Memasuki musim 
kemarau, Ketua DPRD Bone Bolango Faisal 
Yunus mengimbau masyarakat lebih berhati-
hati terhadap aktivitas yang dapat memicu 
kebakaran.

Faisal secara khusus meminta warga untuk 
tidak sembarangan membakar sampah selama 
musim kemarau. Kondisi cuaca yang kering 
membuat api lebih mudah menyebar dan 
berpotensi menimbulkan kebakaran.

“Yang jelas di musim kemarau ini kita harus 
lebih hati-hati lagi. Kalau boleh, jangan ada 
dulu kegiatan bakar-bakar sampah. Musim 
kemarau ini jangan sembarangan membakar,” 
imbau Faisal.

Ia berharap imbauan tersebut menjadi 
p e r h a t i a n  m a s y a r a k a t .  M e n u r u t n y a , 
kewaspadaan bersama penting untuk 
mencegah terjadinya kebakaran, terutama di 
lingkungan permukiman maupun lahan yang 
mudah terbakar.

Faisal mengajak masyarakat menghindari 
pembakaran sampah untuk sementara waktu 
dan memilih cara yang lebih aman dalam 
mengelola sampah selama musim kemarau.
(csr)

T I L O N G K A B I L A- G P -  M e m a s t i k a n 
kepentingan masyarakat tetap terakomodir 
menjadi komitmen Aleg DPRD Bone Bolango, 
Rizki Huntoyungo. Sebagai wakil rakyat, ia 
menegaskan akan terus mengawal berbagai 
aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang 
disampaikan kepadanya.

Saat berbincang dengan awak media belum 
lama ini, Rizki mengatakan komitmen tersebut 
akan diwujudkan dengan terus menyuarakan 
aspirasi masyarakat melalui lembaga DPRD. 

Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan 
masyarakat harus mendapat perhatian dan 
diperjuangkan sesuai dengan kewenangan 
yang dimiliki.

Tak hanya di lingkungan lembaga, Rizki 
juga berupaya untuk selalu hadir di tengah 
masyarakat. 

Ia ingin mengetahui secara langsung berbagai 
persoalan yang dihadapi warga, sehingga apa 
yang diperjuangkan di DPRD benar-benar 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 
lapangan.

“Jadi, apa yang menjadi kepentingan rakyat 
akan selalu kita upayakan untuk dikawal. Apa 
pun itu, selama menyangkut kepentingan 
masyarakat, tentu akan menjadi bagian dari 
perjuangan kita sebagai wakil rakyat,” tegas 
Rizki. (csr)

Selalu Kawal 
Kepentingan 
Masyarakat

Musim Kemarau Jangan 
Sembarangan Bakar

Kelola Sampah Lebih Aman
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Bersambung ke Hal.2

Gaya Purbaya
Oleh: Dahlan Iskan

SETINGGITINGGI  jabatan direktur 
utama sebuah bank pemerintah, tetaplah 
ia/dia seorang bawahan. Ia/dia masih 

punya atasan. 

BE R B E D A  d a r i  s i d a k 
sebelumnya yang umumnya 
dilakukan subuh hari untuk 

menyaksikan proses memasak, 
dan penyajian MBG. Sidak kali 
ini  dilaksanakan pada siang 
hari sekitar pukul 13.00 WITA. 
Tujuannya, memastikan apakah 
proses pencucian ompreng sudah 
memenuhi standar operasional 
prosedur (SOP).

“Dari hasil peninjauan, saya 
menilai  pencucian ompreng 

berjalan baik  karena sudah 
menggunakan alat pengering. Ini 
tentu kami apresiasi,-  kata Idah.

Meski demikian, saat sidak, 
Wagub Idah Syahidah dan tim 
menemukan adanya aktivitas 
memasak pada jam distribusi. 
Padahal, seharusnya pada jam - 
jam itu, MBG sudah siap disalurkan 
ke sekolah SMA/sederajat. Setelah 
dikon�rmasi, 

WAKIL Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie terus 
menunjukkan komitmennya menjaga kualitas Program Makan Bergizi 

Gratis (MBG). Tidak hanya fokus pada gizi dan keamanan makanan, kali 
ini Idah menekankan aspek kebersihan Food Tray MBG atau ompreng. 

Sidak digelar di dapur Sentra Penyedia Pangan Gorontalo (SPPG) 
Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Jumat (3/10).

WAKIL GUBERNUR IDAH SYAHIDAH RH TERUS PANTAU SPPG DI GORONTALO   

Selain Menu, Kebersihan Omprengan juga Diperhatikan

Bersambung ke Hal.2

(FOTO - FADLY/
DISKOMINFOTIK) 

WAKIL
Gubernur 
Gorontalo 

Idah Syahidah 
Rusli Habibie 
saat melihat 

langsung 
proses 

pencucian 
food tray atau 

ompreng 
atau tempat 

MBG di SPPG 
Tuladenggi, 
Telaga Biru, 

Kab Gorontalo, 
Jumat (3/10). 

SK PPP 
MARDIONO 

DIGUGAT

(FOTO : TANGKAPAN LAYAR) 

API melahap dua rumah di Jln 23 Januari, Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo, Ahad (5/10). 

KEBAKARAN

Dua Rumah dan 
Bengkel Ban Ludes

GORONTALO - GP - Kebakaran hebat menggagerkan warga Kelurahan Ipilo, 
Kecamatan Kota Timur, tepatnya di Jln 23 Januari, Kota Gorontalo, Ahad (5/10) 

pagi. Dua rumah berdekatan  dan sebuah bengkel ban ludes dilalap si jago 
merah. Kebakaran sempat menyedot perhatian warga, yang kebetulan saat itu 

sedang diberlakukan Car Free Day. 

Bersambung ke Hal.2

J A K A R TA  - G P -  P a r t a i  P e r s a t u a n 
P e m b a n g u n a n  a t a u  P P P  ku b u  A g u s 
Suparmanto menyatakan bakal menggugat 
SK Kepengurusan kubu Muhammad Mardiono 
yang telah disahkan Kementerian Hukum ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 

2020-2025, M Romahurmuziy menyebut 
pihaknya sedang menyiapkan gugatan tersebut 
untuk segera didaftarkan ke PTUN.“Kita ketemu 
di Pengadilan. Ya, akan kita gugat, segera,” ujar 
Rommy kepada wartawan, Jumat (3/10).

DUALISME PPP

Bersambung ke Hal.2

Bersambung ke Hal.2

SIDOARJO - Tim SAR gabungan 
kembali menemukan 20 korban 
dalam operasi pencarian hari 
ketujuh ambruknya musala 
Pondok Pesantren (Ponpes) 
Al-Khoziny di Sidoarjo, Ahad 
(5/10). 

Kepala Kantor SAR Surabaya 
selaku On Scene Coordinator 
(OSC) Nanang Sigit menjelaskan 
proses pencarian difokuskan di 
sektor A1, A2, A3, dan A4 dengan 
prioritas pembersihan puing di 
sisi utara bangunan yang tidak 
terintegrasi dengan struktur 
utama. 

TRAGEDI PONPES AL KHOZINY

Korban Meninggal jadi 46 Orang

(FOTO : AP/ BASARNAS) 

TIM penyelamat membawa jenazah korban reruntuhan 
bangunan musala runtuh di pondok pesantren Al Khoziny di 
Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada 46 jenazah yang ditemukan 

hingga Ahad (5/10). 

ANISHA APRILIA-DISWAY.ID 

MENKEU Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan 
bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 
rencana pemindahan dana sebesar Rp 200 triliun 
dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.
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RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI

Wawali Tantang ASN Jadi Pengusaha
PURNA BAKTI BUKAN AKHIR PENGABDIAN

GORONTALO - GP - 
Memasuki masa pensiun 
tidak harus dimaknai 
s e b a g a i  b e r a k h i r n y a 
aktivitas dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan 
Wakil Wali Kota Gorontalo, 
Indra Gobel, saat membuka 
sosialisasi dan pembekalan 
pensiun serta prapensiun 
bagi ASN Pemerintah 
Kota Gorontalo, Rabu 
(26/8/2026), di Bandhayo 
Lo Yiladia.Kegiatan tersebut 
menjadi ruang bagi ASN 
yang akan memasuki 
masa purna bakti untuk 
mempersiapkan diri, baik 
dari sisi mental maupun 
pengelolaan keuangan 
setelah tidak lagi menerima 
penghasilan sebagai ASN.

Da la m  ke s e mpat a n 
itu, Indra mengapresiasi 
Bank BTN, PT. TASPEN, 
serta seluruh pihak yang 
terlibat dalam kegiatan 
pembekalan tersebut. 

Menurutnya, persiapan 
menghadapi masa pensiun 
perlu dilakukan sejak dini 
agar ASN tidak mengalami 
kesulitan ketika memasuki 
k e h i d u p a n  s e t e l a h 
masa kedinasan.Indra 
menegaskan, pengalaman 
dan kemampuan yang 
diperoleh selama puluhan 
t a h u n  m e n j a d i  A S N 
merupakan modal berharga 
untuk melanjutkan aktivitas 
di tengah masyarakat.

“ P e r j a l a n a n  k a r i e r 
pengabdian kita itu tidak 
akan pernah berakhir. 
Pengabdian itu bisa di mana 
saja, tidak harus selamanya 
menjadi ASN,” ujar Indra.
Karena itu, ia mendorong 
ASN yang segera memasuki 
masa purna bakti mulai 
m e m i k i r k a n  s u m b e r 
penghasilan alternatif. 

Salah satunya dengan 
m e n g e m b a n g k a n 
usaha produktif sesuai 
kemampuan, pengalaman 

dan aset yang dimiliki.
Menurut Indra, usaha 

t e r s ebu t  t i d a k  ha r u s 
l a n g s u n g  b e r s k a l a 
b e s a r.  L a h a n  y a n g 
dimiliki, misalnya, dapat 
d i m a n f a a t k a n  u n t u k 
peternakan atau kegiatan 
produktif lainnya yang 
m a m p u  m e m b e r i k a n 
pemasukan bagi keluarga.

“Jangan merasa setelah 
pengabdian itu sudah tidak 
berguna. Pengabdiannya 
saja yang beralih ke bidang 
lain, tetapi tetap untuk 
maslahat masyarakat Kota 
Gorontalo,” katanya.

Ia juga mengingatkan 
agar dana pensiun tidak 
sekadar digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan 
sesaat. Dana tersebut, kata 
dia, perlu direncanakan 
dan dikelola secara bijak 
sehingga sebagian dapat 
dimanfaatkan sebagai 
modal usaha.

Dengan pengelolaan 
keuangan yang baik, Indra 
berharap para pensiunan 
tetap memiliki kemandirian 
e k o n o m i  s e k a l i g u s 
m a m p u  m e m b e r i k a n 
manfaat bagi keluarga 
dan lingkungan sekitar.Di 
sisi lain, Indra berharap 
sinergi Pemkot Gorontalo 
bersama Bank BTN terus 
diperkuat. Kerja sama 
tersebut dinilai penting 
u ntu k  m e ng ha d i rka n 
layanan perbankan yang 
p r o f e s i o n a l ,  m u d a h 
diakses dan sesuai dengan 
kebutuhan ASN maupun 
p e n s i u n a n . M e n u t u p 
s a m b u t a n n y a ,  I n d r a 
memberikan penghargaan 
kepada ASN yang akan 
memasuki masa purna 
bakti.  Ia menyampaikan 
apresiasi atas dedikasi, 
loyalitas dan pengabdian 
yang telah diberikan selama 
menjalankan tugas sebagai 
abdi negara sekaligus abdi 
masyarakat.(adv)

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea didampingi Pj Sekda Kota Gorontalo, Nuryanto 
ketika melakukan konsultasi di BKN Regional XI Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku 
Utara, Rabu (26/8/2026)

Disalurkan ke Empat 
Panti Asuhan
GORONTALO - GP - Sumbangan jamaah yang 
terkumpul dalam pelaksanaan Salat Istisqa di 
Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, kini 
disalurkan untuk membantu kebutuhan anak-anak di 
empat panti asuhan.
Dana tersebut dihimpun oleh Bagian Kesejahteraan 
Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Gorontalo saat 
pelaksanaan Salat Istisqa pada Jumat (21/8/2026). 
Dari penggalangan tersebut, terkumpul sumbangan 
sebesar Rp3.035.000.
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Gorontalo, Sukamto 
Mooduto, mengatakan sumbangan itu berasal 
sepenuhnya dari jamaah yang mengikuti Salat 
Istisqa. “Jadi sumber dana dari bantuan yang kami 
salurkan tadi adalah sumbangan dari para jamaah 
yang melaksanakan Salat Istisqa di Lapangan Taruna 
Remaja,” kata Sukamto, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, saat kegiatan berlangsung, Bagian Kesra 
mengedarkan celengan kepada jamaah sebagai 
wadah untuk menampung sumbangan. Setelah 
dihitung, dana yang terkumpul kemudian dilaporkan 
kepada Wali Kota Gorontalo.
Dari hasil koordinasi tersebut, Wali Kota mengarahkan 
agar dana jamaah dimanfaatkan untuk membantu panti 
asuhan. Bagian Kesra kemudian mengonversi dana 
tersebut menjadi empat koli beras untuk disalurkan 
kepada empat panti asuhan.
Keempat penerima bantuan tersebut yakni Panti 
Asuhan Moosalamati di Kelurahan Buliide, Panti 
Asuhan Shiratal Ummah di Kelurahan Molosifat U, 
Panti Asuhan Titian Umat di Kelurahan Tuladenggi, 
dan Panti Asuhan Safaz Ain di Kelurahan Dembe 
Jaya. Sukamto menegaskan, bantuan tersebut bukan 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Gorontalo. Pemerintah daerah, melalui 
Bagian Kesra, hanya berperan dalam mengawal dan 
menyalurkan amanah dari para jamaah.
“Perlu saya tekankan bahwa bantuan beras yang 
kami salurkan bukan berasal dari pemerintah daerah, 
melainkan dari jamaah Salat Istisqa. Kami hanya 
bertanggung jawab menyalurkan dan mengawal 
penyalurannya,” ujarnya.
Ia berharap penyaluran bantuan tersebut tidak hanya 
memberi manfaat bagi anak-anak panti asuhan, tetapi 
juga menjadi bagian dari ikhtiar bersama masyarakat 
Kota Gorontalo setelah pelaksanaan Salat Istisqa.
“Semoga santunan ini menjadi bagian dari ikhtiar 
masyarakat Kota Gorontalo agar doa yang dipanjatkan 
dalam Salat Istisqa, khususnya memohon turunnya 
hujan, dapat diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT,” 
pungkas Sukamto.(adv)

M A N A D O  -  G P  - 
Pemerintah Kota Gorontalo 
mulai mempertegas pola 
evaluasi terhadap pejabat 
pimpinan tinggi pratama 
atau pejabat eselon II. Tak 
hanya capaian kinerja, aspek 
kedisiplinan menjadi salah 
satu perhatian utama dalam 
menentukan keberlanjutan 
p e n u g a s a n  s e o r a n g 
pejabat.

Ha l  i t u  m e n g e mu k a 
dalam konsultasi Wali Kota 
Gorontalo, Adhan Dambea, 
bersama Pj Sekretaris Daerah 
Kota Gorontalo, Nuryanto, 
ke Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) Regional XI 
Sulawesi Utara, Gorontalo, 
dan Maluku Utara, Rabu 
(26/8/2026).

Ko n s u l t a s i  t e r s e b u t 
membahas dua hal utama, 
yakni evaluasi kinerja pejabat 
eselon II dan penerapan 
manajemen talenta di 
lingkungan Pemerintah 
Kota Gorontalo.Pj Sekda 
Nur yanto mengatakan, 
evaluasi terhadap pejabat 
eselon II dapat dilakukan 
setelah yang bersangkutan 
menjalankan tugas selama 
enam bulan. 

Hasil evaluasi nantinya 
m e n j a d i  s a l a h  s a t u 
p e r t i m b a n g a n  d a l a m 
menentukan kelanjutan 
penugasan.

“Yang kami konsultasikan 
soal kinerja pejabat dan 
manajemen talenta,” kata 
Nuryanto saat diwawancarai 
melalui telepon WhatsApp.

M e n u r u t  N u r y a n t o, 
p e j a b a t  y a n g  h a s i l 
evaluasinya menunjukkan 
kinerja buruk dapat dikenai 
p e n a t a a n ,  t e r m a s u k 
k e m u n g k i n a n  m u t a s i . 
Namun, penilaian tidak 
semata-mata didasarkan 
pada pencapaian target 
kerja.Kedisiplinan juga 
menjadi indikator yang tidak 
kalah penting.

“Selain berkinerja baik, 
k e d i s i p l i n a n  m e n j a d i 
hal utama. Pejabat harus 
hadir  dalam kegiatan, 
mematuhi perintah atasan, 
dan menjalankan tugas 
sesuai tanggung jawabnya,” 
tegasnya.

Ia menjelaskan, disiplin 
menjadi bagian penting 
karena pejabat pimpinan 
tinggi pratama memiliki 
tanggung jawab strategis 
dalam memastikan program 
pemerintahan berjalan 
sebagaimana mestinya.

Untuk itu, seorang pejabat 
dituntut tidak hanya mampu 
memenuhi target organisasi, 
tetapi juga menunjukkan 
kepatuhan terhadap aturan 
serta instruksi kedinasan.

“Jadi selain berkinerja 
baik, kedisiplinan juga 
sangat penting, seperti 
m e n g h a d i r i  k e g i a t a n , 
t e r m a s u k  m e m a t u h i 
perintah atasan,” ujarnya.
Selain evaluasi pejabat, 
p e m b a h a s a n  b e r s a m a 
B K N  j u g a  m e n y e n t u h 
penerapan manajemen 
talenta. Sistem ini nantinya 

d i h a r a p k a n  m e n j a d i 
instrumen dalam penataan 
d a n  p e n g e m b a n g a n 
karier ASN berdasarkan 
p o t e n s i  s e r t a  k i n e r ja.
Nur yanto mengatakan, 
apabila manajemen talenta 
telah diterapkan, Pemkot 
G orontalo t idak perlu 
lagi  melakukan proses 
penjaringan pejabat secara 
terpisah.

“ K a l a u  m a n a j e m e n 
talenta sudah diterapkan, 
k i t a  t i d a k  p e r l u  l a g i 
melakukan penjaringan 
terhadap pejabat di Kota 
Gorontalo,” jelasnya.Untuk 
mempercepat penerapan 
sistem tersebut, Pemkot 
Gorontalo dalam waktu dekat 
akan melakukan ekspose 
kepada BKN mengenai 
kesiapan p elaksanaan 
manajemen talenta.

Ekspose itu diharapkan 
menjadi salah satu tahapan 
untuk memperoleh Surat 
Keputusan (SK) dari BKN 
Pusat.Konsultasi Pemkot 
Gorontalo tersebut diterima 
l a ng su ng  Ke p a l a  BK N 
Regional XI Sulawesi Utara, 
Gorontalo, dan Maluku 
Utara, Ahmad Syauki.

M e l a l u i  k o n s u l t a s i 
ini,  Pemkot Gorontalo 
mendorong agar evaluasi 
pejabat dan penataan ASN 
melalui manajemen talenta 
dapat dilakukan secara 
terukur, objektif,  serta 
sesuai dengan ketentuan 
manajemen kepegawaian.
(adv)

Hasil Konsultasi Adhan di BKN

Disiplin Jadi Bagian Evaluasi Pimpinan OPD 

Penyaluran sumbangan Salat Istisqa oleh Bagian 
Kesra Setda Kota Gorontalo.

I Posisi Saldo Kas BUD per 22 Agustus 2026 79.571.009.030,62
Penerimaan Kas Daerah 
per 23 Agustus 2026

8.558.761,00

Pengeluaran Kas Daerah
per 23 Agustus 2026

-

II Saldo Akhir per 23 Agustus 2026 79.579.567.791,62

POSISI KAS DAERAH PER 23 AGUSTUS 2026

Gorontalo, 22 Agustus 2026
Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO

Ttd

MARWAN MURSIDI, S.Sos, MH

Wawali Indra Gobel ketika memberikan sambutan pada 
kegiatan sosialisasi dan pembekalan pensiun serta 
prapensiun bagi ASN Pemerintah Kota Gorontalo, Rabu 
(26/8/2026), di Bandhayo Lo Yiladia.

Hasil Sumbangan Salat Istisqa




